
BUPATI KATINGAN 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN 
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2019 - 2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan
pembangunan antar sektor, daerah dan 
masyarakat, maka diperlukan Rencana Tata Ruang 
Wilayah sebagai arahan lokasi investasi 
pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah 
Kabupaten, masyarakat dan/atau dunia usaha;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 
ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang disebutkan Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah Ka.DUpa.ten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Katingan Tahun 
2019-2039;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3888)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan ,
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Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4401);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten 
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten 
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten 
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan 
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 18), Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan Lahan Pertanian dan Pangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Renublik 
Indonesia Nomor 5068);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 52341;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomcr 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomo; 5679);
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabur 2008 
Nomor 48), Tambahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahur 2010 
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 21), Tambahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5103);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 
Tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Serta 
Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5160);

12 Peratuian Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang 
Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 08, 
Te m bahan Lembaran N e gena Republik Indonesia 
Nomor 5393);

13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang 
Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 130, Tambahan Lembaian Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049);

15. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2017 
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan 
Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 407);

16 Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana 
Tata Ruang Wilayah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 661);
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17. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/ Tim 
Pertanahan Nasional tentang Nomor 8 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi 
Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah 
Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Dan Rencana 
Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 966);

18. Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 
2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 i 7 
Nomor 1853);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 
2017 tentang Mekanisme Pengendalian 
Pemanfaatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);

21. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang 
Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);

22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 
Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 - 
2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 
2015 Nomor 5 tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Katingan Nomor 81).
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Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN KATINGAN

dan

BUPATI KATINGAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 
2019 - 2039.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Katingan.
2. Provinisi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Katingan.
4. Bupati adalah Bupati Katingan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya 

disingkat DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Katingan.

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan dalam bidang penataan ruang.

7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan 
ruang udang termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan 
wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan 
kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.

8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan 

sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai 
pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara 
hirarkis memiliki hubungan fungsional.

10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu 
wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan 
peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Katingan yang selanjutnya 
disingkat RTRW Kabupaten Karingan adalah rencana mengatur 
struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang 
merupakan hasil dari kegiatan perencanaan tata ruang.

12. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata 
ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
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13. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi 
pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pergawasan penataan 
ruang.

14. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan 
hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam 
penataan ruang.

15. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan 
kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, 
pemerintah daerah, dan masyarakat.

16. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan 
penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, 
pemanfaatan mang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

17. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan 
penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan

18. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan 
struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan 
penetapan rencana tata ruang.

19. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur 
ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui 
penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

20. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan 
tertib rata ruang.

21. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
22. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan 

pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah 
guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam 
kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

23. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah penjabaran 
kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian 
tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan 
rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.

24. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang 
mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan 
dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan 
jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk 
mengintegrasikan wila\rah kabupaten selain untuk melayani 
kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan 
transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan 
telekomunikasi, sistem jaringan sumoer daya air, termasuk seluruh 
daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan 
sistem jaringan prasarana lainnya.

25. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan 
pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan 
pola ruang wdayah kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten 
melalui penyusunan dan pelaksanaan program 
penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, 
dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima 
tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber 
pembiayaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.

26. Indikasi program utama jangka menergah lima tahunan adalah 
petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, waktu 
pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka
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mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata 
ruang.

27. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten 
adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam 
upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar 
sesuai dengan RTRW Kabupaten yang berbentuk ketentuan umum 
peraturan zor.asi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan 
disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.

28. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah 
ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur- 
unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap 
klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW 
Kabupaten.

29. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Daerahsesuai kewenangannya yang harus 
dipenuhi oleh setiap pihak sebelum melakukan kegiatan 
pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam 
melaksanakanpembangunansesuai dengan rencana tata ruang.

30. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya 
untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang 
sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untak 
mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan 
yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

31. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa 
saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak 
sesuai dengan rencana tata ruang.

32. Wilayah adalah mang yang merupakan kesatuan geografis beserta 
segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan 
berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

33. Pusat Kegiatan Lukai (PKL) adalah kawasan perkotaan yang 
berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa 
kecamatan.

34. Pusat Pelaj’anan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang 
berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa 
desa.

35. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang 
berfungsi untuK melayani kegiatan skala antar desa.

36. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan 
budidaya.

37. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi 
utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup 
sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.

38. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi 
utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi 
sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.

39. Kawasan permukiman perdesaan adalah wilayah yang mempunyai 
kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam 
dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman 
pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan 
kegiatan ekonomi.

40. Kawasan permukiman perkotaan adalah wilayah yang mempunyai 
kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan 
sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi
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pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan 
ekonomi.

41. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk 
meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi 
yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

42. Lokasi Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan 
permukiman atau bagian dari satuan permukiman yang 
diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha transmigran

43. Kawasan agropob'tan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau 
lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem 
produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu 
yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki 
keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

44. Kawasan minapolifan adalah kawasan ekonomi yang terdiri dari 
sentra-sentra produksi dan perdagangan komoditas kelautan dan 
perikanan jasa perumahan dan kegiatan lainnya.

45. Kawasan Strategis Nasional atau disingkat KSN adalah wilayah
yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai
pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan 
negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, 
budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan 
sebagai warisan dunia

46. Kawasan Strategis Provinsi atau disingkat KSP adalah wilayah yang 
penaman ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh 
sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, 
budaya dan/atau lingkungan.

4'7. Kawasan Strategis Kabupaten atau disingkat KSK adalah wilayah 
yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai
pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap 
ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

48. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kawasan dengan batas 
tertentu yang tercakup dalam aaerah atau wilayah untuk 
menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas 
tertentu.

49. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman 
tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam 
ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa 
hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan 
kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

50. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan 
lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksy 
produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang
dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

51. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha 
tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan 
sumber daya alam haysti dalam agroekosistem yang sesuai dan 
berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan 
manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi 
kesejahteraan masyarakat.

52. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber 
daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin
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peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, 
pemasaran, dan pengusahaernnya.

53. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan 
dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan nrneral, 
batubara dan panas bumi yang meliputi penyelidikan umum, 
eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan 
dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan 
pascatambang.

54. Wilayah Pertambangan (WP) adalah wilayah pertambangan di 
Kabupaten Katingan

55. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) adalah bagian dari WP tempat 
cp'lakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat

56. Wilayah Usaha Pertambangan (WUPj adalah wilayah usaha 
pertambangan di Kabupaten Katingan.

57. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) adalah wilayah izin usaha 
pertambangan di Kabupaten Katingan.

58. Izm Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin usaha pertambangan 
yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan.

59. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan 
pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan fasilitas 
penunjang lainnya yang disediakan serta dikelola oleh Perusahaan 
Kaivasan Industri.

60. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang 
dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

61. Kawasan Pertahanan adalah wilayah yang ditetapkan secara 
nas’onal yang digunkan untuk kepentingan pertahanan.

62. Kawasan Pesisir adalah wi’ayah pesisir tertentu yang ditunjukan 
dan atau ditetapkan oleh pemerindah berdasarkan kriteria tertentu, 
seperti karakter fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk 
dipertahankan keberadaannya.

63. Kawasan Industri Perfilman Asia Tenggara adalah pusat pembuatan 
perfilman untuk dipertunjukkan dengan atau tanpa suara sebagai 
media komunikasi, seni budaya, ilmu pengetahuan dan pendidikan 
di wilayah Asia Tenggara.

64. Lingkungan adalah sumberdaya fisik dan biologis yang menjadi 
kebutuhan dasar agar kehidupan masyarakat (manusia) dapat 
bertahan.

65. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, 
daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan 
perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan 
perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup 
lainnya.

66. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang 
yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau 
UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup sebagai prasvarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.

67. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya 
disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu 
usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan 
hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan rentang 
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

68. Upaya pengeloiaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan 
lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah
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pengeiolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan 
yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang 
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang 
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

69. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan 
hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup 
lain, dan keseimbangan antarkeduamya.

70. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan 
hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen i.ain yang 
masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

71. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas 
sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan 
membentuk kesatuan ekosistem.

72. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat 
KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan 
partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan 
berkelanjutan telah menjadi dasar dan rerintegrasi dalam 
pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, 
dan/atau program

73. Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian sampah 
dan/atau residu hasil pengolahan sampah sebelumnya ke media 
lingkungan secara aman.

74. Metode Lahan Urug Terkendali adaiah metode pengurugan di areal 
pengurugan sampah, dengan cara dipadatkan dan diturup dengan 
tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari. Metode ini 
merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu 
menerapkan metode lahan urug saniten

75. Metode Lahan Urug Saniter adalah metode pengurugan di areal 
pengurugan sampah yang disiapkan dan dioperasikan secara 
sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area 
pengurugan serta penutupan sampah setiap hari.

76. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan 
berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam 
persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak 
dapat dipisahkan.

77. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh 
Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan 
tetap.

78. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat 
khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan 
sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, 
pencegahan banjir dan erosi, serta pemeliharaan kesuburan tanah.

79. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi 
pokok memproduksi hasil hutan.

80. Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor 
kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing- 
masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah 
nilai di bawah 125, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka 
alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

81. Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor- 
faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah 
masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai
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jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan hutan lindung, hutan 
suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

82. Hutan Produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan yang 
secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di 
luar kegiatan kehutanan.

83. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, 
baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok 
sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan 
satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah 
sistem penyangga kehidupan.

84. Kawasan Pelestarian Alam adalah Kawasan dengan ciri khas 
tertentu, baik di daratan, maupun di perairan yang mempunyai 
fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan 
keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan 
secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

85. Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang 
mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonast yang 
dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, 
pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

86. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara 
nasional yang oigunakan untuk kepentingan pertahanan.

87. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunanpelengkap 
dan perlengkapannya yang diperuntukanbagi lalu lintas umum, 
yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di 
bawah permukaantanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, 
kecualijalan rel dan jalan kabel.

88. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu 
wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu 
kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi 
menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air 
lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke 
laut.

89. Ketentuan umum Peraturan zonasi adalah ketentuan yang 
mengatur tentang persyaratan umum pemanfaatan ruang dan 
ketentuan pengendaliannya di setiap kawasan sebagai panduan 
untuk mengembangan ruang pada rencana yang lebih detail.

90. izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam 
kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

91. Ruang Terbuka Hijau (RTH), adalah area memanjang/j alur 
dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat 
terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara 
alamiah maupun yang sengaja aitanam.

92. Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang
bertumbuhan pohon-pchon yang kompak dan rapat di dalam 
wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, 
yang dite tapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.

93. Taman kota, adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik 
sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada 
tingkat kota.

94. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, 
termasuk sungai bu atan / kanal / sal uran irigasi pr.mer yang
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mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian 
fungsi sungai.

95. Kebun Raya Katingan yang selanjutnya disebut Kebun Raya adalah 
areal pembangunan, pemanfaatan ruang terbuka hijau sebagai 
kawasan konservasi budaya dan tumbuhan secara ex situ yang 
memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan 
pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari 
pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi, penektian, 
pendidikan, wisata dan jasa lingkungan;

96. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk 
masyarakat hukuro adat, korporasi, dan/atau pemangku 
kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan 
ruang.

97. Peran serta masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam 
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian 
pemanfaatan ruang.

98. Tim Koordinasi Penaman Ruang Daerah, yang selanjutnya di 
singkat TKPRD adalah Tim ad-hoc yang di bentuk untuk 
mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 
tentang penataan ruang di daerah provinsi dan di daerah 
kabupaten/kota yang mempunyai fungsi membantu pelaksanaan 
tugas Gubernur dan Bupati/ Walikota dalam koordinasi penatataan 
ruang di daerah.

(1) Ibukota Kabupaten Katingan adalah Kasongan.
(2) Posisi geografis Kabupaten Katingan terletak diantara 112° 00'-11 3° 

45' bujur timur dan 0° 20'-3° 38' lintang selatan.
(3) Luas wilayah administrasi Kabupaten Katingan adalah 20.393,86 

Km2 atau 2.039.386 hektar, meliputi 13 Kecamatan, 154 Desa, 7 
Kelurahan.

(4) Batas-batas wilayah administrasi Kabupaten terdiri dan :
a. sebelah utara : Kabupaten Sintang dan Melawi,

BAB II
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Penataan Ruang

Pasal 2

Provinsi Kalimantan Barat.
b. sebelah selatan : Laut Jawa.
c. sebelah barat : Kabupaten Kotawaringin Timur dan

Kabupaten Seruyan.
d. sebelah timur : Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten

Gunung Mas dan Kota Pak”'‘nrL’o
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BAB m
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu 
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 3

Penataan ruang Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan tatanan 
ruang wilayah kabupaten dalam rangka pelaksanaan pembangunan 
melalui pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dengar, 
tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungcn 
hidup berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Kebijakan penataan ruang Kabupaten meliputi:
a. pemerataan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
b. pemerataan penyedia,an sarana dan prasarana pemukiman 

khususnya permukiman perkotaan dan perdesaan;
c. peningkatan infrastruktur sistem jaringan prasarana fisik;
d. pengembangan sektor unggulan pertanian guna kemandirian 

pangan;
e. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam 

dan lingkungan hidup yang berkesinambungan; dan
f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan

(1) Strategi pemerataan pertumbuhan ekonomi kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
a. membentuk pola ruang dan struktur ruang yang menunjang 

penyebaran ekonomi;
b. mengembangkan kualitas saiana dan prasarana perkotaan;
c. mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan budi daya:
d. mendorong pertumbuhan lapangan pekerjaan;
e. meningkatkan kuaiitas sumber daya manusia melalui 

pemerataan penyediaan sarana dan prasarana sosial dan 
ekonomi;

f. pembangunan Kawasan Industri Pusat Perfilman Asia Tenggara 
di Kecamatan Pulau Malan dan Kecamatan Tewang Sangalang 
Garing; dan

g. mengembangkan kawasan industri di Kecamatan Katingan Hilir 
dan Kecamatan Kamipang.

Bagian Kedua 
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 4

negara.

Bagian Ketiga 
Strategi Penataan Ruang

Pasal 5
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(2) Strategi pengembangan pusat-pusat permukiman melalui 
pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pemukiman 
khususnya pemukiman perkotaan dan perdesaan yang menyeluruh 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
a. Memantapkan fungsi PKL, PPK dan PPL pada setiap pusat 

pertumbuhan dengan menyediakan sarana dan prasarana 
sesuai dengan standar infrastruktur minimal;

b. mengembangkan kualitas sarana dan prasarana w'lava h;
c. mengembangkan jaringan infrastruktur transportasi darat, 

sungai dan udara untuk meningkatkan aksesibilitas dan 
koneksitas pusat-pusat pertumbuhan dengan kawasan di 
sekitarnya;

d. membangun sarana perhubungan skala nasional;
e. mengembangkan prasarana perhubungan sungai sebagai jalur 

alternatif; dan
f. memberikan legalitas kawasan permukiman desa, permukiman 

kota, fasilitas umum/fasilitas sosial dan lahan garapan 
masyarakat yang berada dalam kawasan hutan.

(3) Strategi Peningkatan infrastruktur sistem jaringan prasarana 
fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:
a. pembangunan sistem jaringan transportasi jalan dan jembatan;
b. pembangunan sistem jaringan, sumber daya air ;
c. pembangunan sistem jaringan telekomunikasi;
d. pembangunan sistem jaringan persampahan;
e. pembangunan sistem pengelolaan air limbah; dan
f. pembangunan sistem jaringan dramase.

(4) Strategi pengembangan sektor unggulan pertanian guna 
kemandirian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf 
d, meliputi:
a. meningkatkan kegiatan pertanian dengan sub sektornya, 

melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap 
mempertahankan ekosistem lingkungan;

b. meningkatkan pengembangan kawasan agropolitar. dan 
minapolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat 
koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian 
kawasan;

c. meningkatkan pengembangan industri berbasis pertanian 
berupa perlengkapan saprodi dan sarana pendukungnya;

d. mengembangkan kegiatan sektor unggulan pada kawasan 
potensial antara lain pertanian, perkebunan, pertambangan, 
industri, perikanan dan peternakan; dan

e. memilih sektor unggulan yang berdaya saing tinggi.
(51 Strategi peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam 

dan lingkungan hidup yang berkesinambungan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:
a. mengendalikan kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan;
b. melakukan konservasi dan rehabilitasi pada kawasan lindung;
c. mengembangkan manfaat jasa lingkungan hutan terhadap 

peningkatan pendapatan daerah;
d. mengembangkan pemanfaatan hasil hutan ikutan untuk 

kesejahteraan masyarakat yang berada di dalam dan sekitar 
kawasan hutan; dan V
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e. mengembangkan sector pariwisata yang berbasis potensi 
sumber daya alam (ekowisata) yang terpadu dengan wisata 
budaya.

(6) Strategi dalam peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan 
keamanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f 
meliputi:
a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan 

keamanan;
b. mengembangkan budidava secara selektif di dalam dan di 

sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahnan dan 
keamanan;

c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya 
tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan 
negara sebagai zona penyangga; dan

d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan 
keamanan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu 
Umum

Pasal 6

(1) Rencana struktur ruang wilayah Kabi ipaten meliputi.
a. rencana sistem perkotaan;dan
b. rencana sistem jaringan prasarana.

(2) Rencana struktur mang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 
50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua 
Rencana Sistem Perkotaan

Pasal 7

(1) Rencana sistem perkotaan kabupaten sebagaimana dimaksud 
aalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:
a. PKL yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi; dan
b. PPK dan PPL yang ditetapkan kabupaten.

(2) Sistem perkotaan kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf
a, yaitu Kota Kasongan sebagai PKL

(3) Sistem perkotaan kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf
b, meliputi:
a. PPK meliputi:

1. Kota Tumbang Samba;
2 Kota Pegatan;
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3. Kota Tumbang Senamang;
4. Kota Tumbang Hiran;
5. Kota Baun Bango;
6. Kota Pendahara, dan
7. Kota Petak Bahandang;

b. PPL meliputi:
1. Kota Mendawai;
2. Kota Buntut Bali;
3. Kota Tumbang Kaman;
4. Kota Tumbang Baraoi; dan
5. Kota Tumbang Kajamei.

(4) Kota-kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), 
dilengkapi dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30 % (tiga 
puluh persen) yang terdiri dari 20% (dua puluh persen) ruang 
terbuka hijau publik dan 10% (sepuluh persen) terdiri dari 
mang terbuka hijau private.

(5) Bagian wilayah kota yang akan disusun rencana detail tata 
ruangnya meliputi:
a. bagian wilayah kabupaten yang merupakan ibukota kabupaten; 

dan
b. bagian wilayah kabupaten yang merupakan ibukota kecamatan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana detail tata ruang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan 
Daerah.

Sistem jaringan prasarana kabupaten sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:
a. sistem jaringan transportasi;
b. sistem jaringan energi;
c. sistem jaringan telekomunikasi;
d. sistem jaringan sumber daya air;
e. sistem jaringan persampahan wilayah;
f. sistem penge1olaan air limbah; dan
g. sistem jaringan drainase.

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 S 
huruf a, meliputi:
a. sistem jaringan transportasi darat;
b. sistem jaringan transportasi laut; dan
c. sistem jaringan transportsi udara;

Bagian Ketiga
Rencana Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 8

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 9
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Dasal 10

(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 huruf a, terdiri atas.
a. sistem jaringan jalan;
b. sistem jaringan kereta api; dan
c. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan.

(2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
meliputi:
a. Jaringan jalan nasional:

1. jaringan jalan nasional yang berfungsi sebagai arteri 
meliputi:
a) Kasongan-Tangkiling; dan
b) Pelantaran-Kasongan.

2. jaringan jalan nasional yang berfungsi sebagai jalan 
strategis nasional yaitu :
a) batas Kalimantan Barat-Tumbang Kaburai;
b) Tumbang Kaburai-Tumbang Sunamang;
c) Tumbang Sanamang-Tumbang Hiran: dan
d) Tumbang Hiran-Tumbang Samba.

3. jaringan jalan nasional yang berfungsi sebagai kolektor 
primer 1 yaitu jaringan jalan Tumbang Samba-Rabambang.

b. j aringan j ala n pro vi n si:
1. jaringan jalan provinsi yang berfungsi sebagai kolektor 

primer 2 yaitu :
a) jaringan Jalan Pundu - Tumbang Samba; dan
b) jaringan Jalan Simpang Tewang Rangkang -  Menuju

c. jaringan jalan kabupaten:
1. jaringan kolektor primer 4 \JKP4) terdiri dari ruas jalan :

a) Kasongan -  Tasik Pavawan -  Kamipang -  Mendawai - 
Katingan Kuala;

b) Kasongan -  Tewang Sangalang Garing;
c) Kasongan -  Pulau Malan-Katingan Tengah -  Sanaman 

Mantikei -  Petak Malai; dan
d) Kasongan -  Simpang Sanaman Mantikei -  Marikit - 

Katingan Hulu - Bukit Raya.
2. jaringan lokal primer terdiri dari ruas jalan :

a) Katingan Hilir -Tasik payawan;
b) Katingan Hilir -  Tewang Sangalang Garing.
c) Tewang Sangalang Garing -  Pulau Malan; dan
d) Katingan Tengah -  Marikit; dan

3. jaringan jalan strategis kabupaten yaitu :
a) jaringan jalan Hampangen -  Mendawai -  Selat Jeruju;
b) jaringan jalan Banut. Kalanaman -  Tumbang Samba;
c) Jaringan jalan Kereng Pakahi -  Pagatan; dan
d) jaringan jalan Kasongan -  Tumbang Kaman -  Tumbang 

Baraoi -  Tumbang Habangoi.
4. jalan khusus terdiri dari ruas jalan :

a) jalan Lingkar Dalam; dan
b) jalan Lingkar Luar.

5. jaringan jalan kabupaten yang ditetapkan dengan 
keputusan kepala daerah.

Jalan Talaken.
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(3)

(4)

d. Terminal penumpang sesuai dengan jenis dan kelas 
pelayanannya, meliputi:
1. terminal tipe B di Kota Kasongan,
2. terminal tipe C di Kota Tumbang Samba; dan
3. sub terminal disetiap kecamatan, 

e Jaringan layanan lalu lintas meliputi:
1. Jaringan trayek di Kabupaten Katingan meliputi:

a) jalur a berupa terminal dalam kota Kasongan-Hampalit- 
jalan Tjilik Riwut KM.30 Kabupaten Katingan PP;

b) jalur b berupa terminal dalarn Kota Kasongan-
Hampangen-PP;

c) jalur c berupa terminal dalam kota Kasongan-
Pendahara-Buntut Bali, Tumbang Samba-Tumbang
Hiran-Tumbang Sanamang-Tumbang Kajamei-PP,

d) jalur d berupa terminal dalam kota Kasongan-
Pendahara-Buntut Bali, Tumbang Samba-Tumbang-
Tumbang Kaman-Tumbang Baraoi-PP; dan

e) jalur e berupa terminal dalam kota Kasongan - Petak 
Bahsndang -  Baun Barngo -  Jahaniang -  Mendawai - 
Pegatan - PP.

Sistem jaringan prasarana transportasi perkeretaapian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Sistem jaringan jalur kereta api utama sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
1. Jalur kereta api Rabambang-Tumbang Samba-Sampit- 

Kuaia Pembuang-Teluk Segintung;
2. Jalur kereta api Tumbang Samba-Rantau Pul u t-Nan ga 

Bulik-Pangkalan Bun-Kumai; dan
3. Tumbang Samba-Hampalit-Jahanjang.

b. Sebagai simpul jaringan jalur kereta api barang sebagaimana 
dimaksud ayat (1) huruf b di Tumbang Samba.

Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan meliputi:
a. Jaringan angkutan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c, meliputi:
1. Katingan Kuala - Mendawai - Kamipang - Tasik Payawan - 

Katingan Hilir-Tewang Sangaiang Garing - Pulau Malan- 
Katingan Tengah-Marikit-Katingan Hulu-Bukit Raya (jalur 
Sungai Katingan); dan

2. Katingan Kuala -  Mendawai - Kamipang - Tasik Payawan - 
Katingan Hilir-Tewang Sangaiang Garing-Pulau Malan- 
Katingan Tengah-Sanaman Mantikei-Petak Malai (jalur 
Sungai Katingan-Sungai Samba).

b. Jaringan prasarana angkutan sungai sebagaimana dimaksud 
pada ayat f I ) humf c, meliputi dermaga pengumpan di 
Jahanjang.

Pasal 11

(1) Sistem jaringan prasarana transportasi laut meliputi pelabuhan 
laut yang terdapat pada wilayah kabupaten yaitu pelabuhan 
pengumpan lokal di Pegatan Kecamatan Katingan Kuala.

(2) Sistem alur pelayaran di laut yang terdapat pada wilayah 
kabupaten meliputi alur pelayaran umum dan perlintasan dengan
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alur pelayaran Pegatan -  Banjarmasin dan Pegatan -  Sampit.

Pasal 12

(1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 huruf c, terdiii atas:
a. bandar udara; dan
b. ruang udara, untuk penerbangan.

(2) Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
meliputi:
Bandar Udara pengumpul skala pelayanan pnmer di Kota 
Kasongan (Kecamatan Katingan Hilir dan Kecamatan Tewang 
Sangalang Garing).
a. Bandar Udara pengumpul skala pelaymnan sekunder di 

Wilayah Kecamatan Katingan Kuala;
b. Bandar Udara pengumpan domestik di Kota Tumbang Samba 

(Kecamatan Katingan: Tengah); dan
c. Bandar Udara khusus di Wilayah Kecamatan Katingan Hulu;

(3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b, diatur lebih lanjut dalam rencana induk bandar 
udara.

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf 
b yaitu jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana 

pendukungnya; dan
b. Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan prasarana

(2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana
pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
meliputi:
a. gardu induk listrik di Kota Kasongan;
b. pembangkit listrik tenaga air Riam Jerawi di Kecamatan Petak 

Malai; dan
c. pembangkit listrik tenaga uap di Kecamatan Katingan Tengah, 

Kecamatan Sanaman Mantikei dan Kecamatan Marikit.
(3) Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan prasarana

pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
meliputi:
a. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga 

listrik antarsistem meliputi:
1. saluran udara tegangan ekstra tinggi berada di kawasan 

industri.
2. saluran udara tegangan tinggi meliputi:

a) sepanjang jalan arteri primer;
b) sepanjang jalan kolektor primer 1;
c) sepanjang jalan jalan kolektor primer 2; dan

Paragraf 2
Sistem Jaringan Energi

Pasal 13

pendukungnya.
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d) dari pusat pembangkit melalui jalan lokal primer,
b. Jaringan distribusi tenaga listrik yaitu saluran udara tegangan 

menengah mengikuti jaringan jalan lokal primer, meliputi:
1. Sepanjang jalan arteri primer;
2. Sepanjang jalan kolektor primer 1;
3. Sepanjang jalankolektor primer 2; dan
4. Dari pusat pembangkit melalui jalan lokal primer.

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 huruf c direncanakan untuk meningkatkan kualitas dan 
jangkauan pelayanan jaringan komunikasi dan informatika yang 
terpadu dan merata di wilayah kabupaten.

(2) Sistem jaringan telekomunikasi yaitu jaringan bergerak meliputi:
a. penyelenggaraan jaringan terestrial; dan
b. penyelenggaraan jaringan satelit.

(3) Penyelenggaraan jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a, meliputi:
a. penyelenggaraan jaringan kabel; dan
b. penyelenggaraan jaringan seluler.

(4) Penyelenggaraan jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b, meiiputi:
a . penyelenggaraan jaringan internet; dan 
b. penyelenggaraan jaringan sambungan jarak jauh.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan menara 
telekomunikasi diatur dengan peraturan bupati.

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 huruf d yaitu sistem jaringan sumber daya air kabupaten 
meliputi:
a. sumber air; dan
b. prasarana sumber daya air.

(2) Dalam rangka pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a, dilakukan penetapan sempadan sungai dan 
danau/waduk.

(3) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, meliputi:
a. Jaringan air baku untuk air bersih;
b. Sistem jaringan irigasi; dan
c. Sistem pengendalian banjir.

(4) Pengembangan jaringar air baku untuk air bersih sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

Paragraf 3
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15
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a. penggunaan sistem instalasi penyediaan air jaringan perpipaan 
dengan memanfaatkan sungai, air tanah dengan sistem 
gravitasi dan perpompaan.

b. pemakaian bak penampung yang bersumber dari air permukaan 
dan tadah hujan di kawasan perdesaan;

c. peningkatan kapasitas perusahaan daerah air minum dan 
mengurangi tingkat kehilangan air;

d. perbaikan dan rehabitasi sistem transmisi dan distribusi; dan
e. pengembangan sistem hidran umum diperkotaan.

(5) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
b, meliputi:
a. pemanfaatan sungai, pantai, danau, rawa pasang surut dan 

rawa lebak; dan
b. neningkatan saluran sistem setengeh teknis menjadi irigasi 

teknis.
(6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf c, meliputi:
a. pembangunan kanal untuk mengetasi genangan dan banjir 

pada daerah strategis khususnya di ibukota kabupaten dan 
kecamatan; dan

b. peningkatan kapasitas tampungan saluran sungai dengan 
normalisasi sungai.

(1) Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada 
pasal 8 huruf e, meliputi:
a. tempat pemrosesan akhir persampahan dengan cara sistem 

sanitary landfill; dan
b. prasarana pengolahan persampahan.

(2) tempat pemrosesan akhir persampahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara sistem sanitary 
landfill:

(3) prasarana pengolahan oersampahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b, meliputi:
a. tempat pembuangan akhir di Kecamatan Katingan Hilir di 

Hampalit/Kereng Pangi;
b. tempat pembuangan akhir sampah di Km 16, Kecamatan 

Tewang Sangalang Garing
c. tempat pembuangan akhir di Kecamatan Katingan Tengah di 

Kota Tumbang Samba; dan
d. tersebar di kecamatan lainnya.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Persampahan Wilayah

Pasal 16
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Paragraf 6
Sistem Pengelolaan Air Limbah

pasal 17

(1) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada pasal 8 
ouruf f, meliputi:
a. sistem pengelolaan sanitasi dan limbah; dan
b. prasarana pengelolaan sanitasi dan limbah.

(2) Sistem pengelolaan sanitasi dan limbah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. sistem pengelolaan setempat; dan
b. sistem pengelolaan terpusat.

(3) Prasarana pengelolaan sanitasi dan limbah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. prasarana limbah domestik; dan
b. prasarana limbah industri.

(4) Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari usaha dan atau 
kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, 
apartemen dan asrama. Pengembangan prasarana pengolahan 
limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a 
dilakukan melalui:
a. pengembangan septik tank mdmdual,
b. pengembangan sistem terpadu (komunal) untuk kawasan 

perkotaan: dan
c. pengembangan system terpusat.

(5) Pengembangan prasarana pengolahan limbah industri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui:
a. pembangunan instalasi pengolahan air limbah ; dan
b. pengembangan instalasi pengolahan air limbah secara mandiri

Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 hurnf g, 
meliputi:
a. saluran primer, berupa Sungai Katingan;
b. saluran sekunder, meliputi:

1. anak-anak sungai; dan
2. saluran permanen yang dibuat.

c. saluran tersier yang terdapat pada permukiman penduduk; dan
d. sistem drainase perkotaan dan drainase lingkungan.

di kawasan industri.

Paragraf 7
Sistem Jaringan Drainase.

Pasal 18
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BAB V
RENCANA PCLA RUANG WILAYAH

Eiagian Kesa. u 
Umum

Pasal 19

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Katingan meliputi:
a. kawasan peruntukan lindung; dan
b. kawasan peruntukan budi daya.

Bagian Kedua 
Kawasan Lindung

Pasal 20

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, 
meliputi:
a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan 

bawahannya;
b. kawasan perlindungan setempat;
c. kawasan konsenasi; dan
d. kawasan rawan bencana

Paragraf 1
Kawasan yang memberikan nerlindungan terhadap kawasan

bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan 
bawahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf a, meliputi:
a. Kawasan hutan lindung seluas 43.153,94 Ha, meliputi:

1. Kecamatan Petak Malai;
2. Kecamatan Sanaman Mantikei;
3. Kecamatan Katingan Hulu;
4. Kecamatan Bukit Raya; dan
5. Kecamatan Katingan Kuala.

b. kawasan lindung gambut terdapat di Kecamatan Tewang Sangalang 
Garing, Kecamatan Katingan Hilir, Kecamatan Tasik Payawan, 
Kecamatan Kamipang, Kecamatan Mendawai dan Kecamatan 
Katingan Kuala.

c. kawasan resapan air berada pada seluruh Kecamatan di wilayah 
Kabupaten Katingan.

Pasal 21
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Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat 

Pasal 22

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 20 huruf b, meliputi:
a. sempadan pantai:
b. sempadan sungai;
c. kawasan sekitar danau; dan
d. kawasan lindung spiritua1 dan kearifan lokal.

(2) sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hunh a 
berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 

(seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi kearah darat; 
atau

b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi pantainya 
curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan 
kondisi pantai.

(3) sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. penetapan garis sempadan sungai tak bertanggul di luar kawasan

perkotaan meliputi:
1. sungai besar, yaitu sungai yang mempunyai daerah 

pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) kilometer persegi 
atau lebih; dan

2. sungai kecil, yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran 
sungai seluas kurang dari 500 (lima mtus) kilometer persegi.

b. penetapan garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar
kawasan perkotaan pada sungai besar dilakukan ruas per ruas 
dengan mempertimoangkan luas daerah pengaliran sungai pada 
ruas yang bersangkutan; dan

c. garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan
perkotaan pada sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 
200 (seratus) meter, sedangkan pada sungai kecil sekurang- 
kurangnya 50 (lima puluh) meter dihitung dari t.epi sungai pada 
waktu ditetapkan.

(4) Kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
berlaku ketentuan 50 (lima puluh) meter dari tepi danau.

Paragraf 3
Kawasan Konservasi 

Pasal 23

Kawasan konservasi merupakan kawasan suaka alam (KSA), kawasan 
pelestarian alam (KPA) dan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan 
pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c seluas 
456.659,68 Ha, meb'puti:
1. Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya seluas 124.353,99 Ha 

meliputi:
a) Kecamatan Katingan Hulu;
b) Kecamatan Marikit; dan
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c) Kecamatan Bukit Raya.
2. Taman Nasional Sebangau seluas 332.303,88 Ha meliputi:

a) Kecamatan Kamipang;
b) Kecamatan Mendawai; dan
c) Kecamatan Katingan Kuala.

Paragraf 4
Kawasan Rawan Bencana

Pasal 24

Kawasan rawan bercana sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf 
d, adalah kawasan rawan banjir dan rawan bencana kebakaran hutan 
dan lahan, meliputi seluruh Kecamatan di Kabupaten Katingan.

Bagian Ketiga
Kawasan Peruntukan Budi Daya 

Pasal 25

Kaw asan peruntukan budi dava sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
huruf b, meliputi:
a. kawasan hutan produksi;
b. kawasan pertanian;
c. kawasan perikanan;
d. kawasan pertambangan dan energi:
e. kawasan peruntukan industri;
f. kawasan pariwisata;
g. kawasan permukiman;dan
h. kawasan pertahanan dan keamanan

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi 

Pasal 26

(1) Kawasan hutan produksi sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 25 
huruf a, meliputi:
a. kawasan hutan produksi tetap;
b. kawasan hutan produksi terbatas;dan
c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.

(2) kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) 
huruf a seluas 495.528,31 Ha meliputi:
a. Kecamatan Bukit Raya;
b. Kecamatan Katingan Huiu;
c. Kecamatan Marikit;
d. Kecamatan Petak Malai;
e. Kecamatan Sanaman Matikei;
f. Kecamatan Katingan Tengahi;
g. Kecamatan Pulau Malam;

' n
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h. Kecamatan Tewang Sangalang Garing;
i. Kecamatan Katingan Hilir;
j. Kecamatan Tasik Paya wan;
k. Kecamatan Kamipang;
l. Kecamatan Mendawai; dan
m. Kecamatan Katingan Kuala.

(3) kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud ayat (1) 
huruf b seluas 373.383,45 Ha meliputi:
a. Kecamatan Bukit Raya;
b. Kecamatan Katingan Hulu;
c. Kecamatan Marikit;
d. Kecamatan Sanaman Mantikei; dan
e. Kecamatan Petak Malai.

(4) kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana 
dimaksud ayat (1) huruf c seluas 400K 61.30 Ha meliputi:
a. Kecamatan Bukit Raya;
b. Kecamatan Katingan Hulu;
c. Kecamatan Marikit;
d. Kecamatan Petak Malai;
e. Kecamatan Sanaman Matikei;
f. Kecamatan Katingan Tengah;
g. Kecamatan Pulau Malan;
h. Kecamatan Tewang Sangalang Garing;
i. Kecamatan Katingan Hilri;
j. Kecamatan Tasik Paya wan;
k. Kecamatan Kamipang;
l. Kecamatan Mendawai; dan
m. Kecamatan Katingan Kuala.

(1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, 
seluas 192.811,23 Ha meliputi:
a. kawasan tanaman pangan-
b. kawasan hortikultura;
c. kawasan perkebunan; dan
d. kawasan peternakan.

(2) kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat
(1) huruf a, seluas 26.691,18 Ha tersebar disemua kecamatan;

(3) kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
seluas 102,47 Ha;

(4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 
c, seluas 166.000.79 Ha meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten 
Katingan; dan

(5) kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 
seluas 16,793 Ha.

Paragraf 2 
Kawasan Pertanian

Pasal 27
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Paragraf 3 
Kawasan Perikanan

Pasal 28

(1) Kawasan perikanan sebagaimana ckmaksud dalam Pasal 25 huruf c 
seluas 2.621,37 Ha meliputi:
a. kawasan perikanan tangkap disesuaikan dengan kewenangan 

kabupaten dan perikanan tangkap perairan umum tersebar di 
wilayah kecamatan yang memiliki potensi; dan

b. kawasan perikanan budi daya tersebar pada seluruh kecamatan 
di Kabupaten Katingan.

(2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, dilengkapi dengan prasarana pelabuhan pendaratan ikan.

(1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 25 huruf d berupa kawasan pertambangan mineral dan 
kawasan pertambangan batubara, seluas 9.505,44 Ha

(2) Kawasan pertambangan mineral meliputi :
a. Kawasan Pertambangan Mineral Logam;dan
b. Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam,

(3) Kawasan Pertambangan Mineral Logam yaitu Wilayah 
Pertambangan Rakyat (WPR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a, meliputi:
a. Kecamatan Katingan Tengah;
b. Kecamatan Pulau Malan;
c. Kecamatan Tewang San galang Garing;
d. Kecamatan Katingan Hulu;
e. Kecamatan Marikit;
f. Kecamatan Sanaman Matikei;
g. Kecamatan Karingan Hilir;
h. Kecamatan Tasik Pavawan;
i. Kecamatan Kamipang;
j. Kecamatan Mendawai; dan
k. Kecamatan Katingan Kuala.

(4) Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
a. Kecamatan Tewang Sangalang Garing;
b. Kecamatan Katingan Hilir;
c. Kecamatan Tasik Payawan;
d. Kecamatan Kamipang;
e Kecamatan Mendawai; dan
f. Kecamatan Katingan Kuala.

(5) Kawasan Usaha Pertambangan Batubara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), meliputi:
a. Kecamatan Marikit;
b. Kecamatan Sanaman Mantikei;

Paragraf 4
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 29
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c. Kecamatan Petak Malai;
d. Kecamatan Katingan Tengah•
e. Kecamatan Pulau Malan;
f. Kecamatan Tewang Sangalang Garing;
g. Kecamatan Katingan Hilir;
h. Kecamatan Tasik Paya wan;
i. Kecamatan Kamipang, dan
j. Kecamatan Mendawai.

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
25 huruf e, terdiri atas:
a. kawasan industri;dan
b. sentra industri kecil dan menengah.

(2) Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a, 
yaitu Kawasan Industri Pusat Perfilman Asia Tenggara berada di 
Kecamatan Pulau Malan dan Kecamatan Tewang Sangalang Garing.

(1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f. 
seluas 713,71 Ha meliputi:
a. wisata alam, meliputi:

1. kawasan hutan pendidikan pada Kecamatan Katingan Hilir; 
dan

2. kawasan hutan penelitian, pendidikan dan wisata 
lingkungan yaitu Kebun Raya Kecamatan Katingan Hilir;

b. wisata buatan; dan
c. wisata religi.

(2) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada avat 
(1), selanjutnya diatur dalam Rencana Induk Pariwisata Daerah.

(1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 
huruf g seluas 14.679,81 Ha meliputi:
a. kawasan permukiman perkotaan; dan
b. kawasan permukiman perdesaan.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 30

Paragraf 6 
Kawasan Pariwisata

Pasal 31

Paragraf 7
Kawasan Permukiman

Pasal 32
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v'2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud nada 
aYat (1) huruf a seluas 1.993,38 Ha meliputi kawasan perkotaan ibu 
kota kecamatan; dan

(3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b seluas 12 686,44 Ha tersebar di setiap kecamatan.

Paragraf 8
Kawasan Pertahanan dan Keamanan 

Pasal 33

kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 25 huruf h, meliputi:
a. Kawasan pertahanan dan keamanan di area pesisir muara laut 

sebagai kawasan pertahanan dan keamanan laut dan udara di 
Kecamatan Mendawai; dan

b. Kawasan pertahanan dan keamanan udara di Kecamatan Katingan 
Hulu.

BAB VI
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 34

Kawasan yang merunakan kawasan strategis di kabupaten meliputi:
a. kawasan strategis nasional;
b. kawasan strategis provinsi; dan
c. kawasan strategis kabupaten.

Pasal 35

Kawasan strategis nasiona’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 
(1) huruf a, terdiri acas:
a. kawrasan strategis dari sudut pandang kepentingan keanekaragaman 

hayati Taman Nasional Bukit Raya Bukit Baka dan Taman Nasional 
Sebangau; dan

b. kawasan perbatasan darat Republik Indonesia dan Jantung 
Kalimantan (heart of bomeu).

Pasal 36

(1) Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 
huruf b, meliputi:
a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya 

dukung lingkungan hidup; dan
d. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan 

sumberdaya alam atau teknologi tinggi. t
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(2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. kawasan perkebunan (kelapa sawit, kelapa, karet) di Kabupaten;
b. kawasan strategis ekonomi sektor unggulan agropolitan di 

Kecamatan Katingan Ku alaKabu paten Katingan;
c. kawasan minapolitan di Kabupaten; dan
d. kawasan Pengembangan Peternakan berupa kawasan

Peternakan ruminansia dan non ruminansia yang lokasi 
pengembangannya di Kabupaten.

(3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Kawasan 
Strategis Sekitar Kawasan Pahewan. Kalaru.

(4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung 
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 
meliputi:
a. Kawasan Strategis DAS Terpadu;
b. Taman Nasional Bukit Baka Buku Raya;
c. Taman Nasional Sebangau; dan
d. TAHURA

(5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan
sumberdaya alam atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. Kawasan berpotensi pengembangan sumber daya energi 

kabupaten, dan
b. Kawasan berpotensi pengembangan sumber daya perikanan di 

Kawasan Andalan Laut kabupaten.

(3) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
34 huruf c meliputi:
a. Kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek ekonomi;
b. Kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek sosial

c. Kawmsan strategis berdasarkan pertimbangan aspek lingkungan;

d. Kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan 
pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi.

(4) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digambarkan dalam peta kawasan strategis kabupaten dengan 
tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran 
II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini.

(5) Bagian wilayah kabupaten yang ditetapkan sebagai kawasan 
strategis kabupaten akan di susun rencana rincinya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kawasan strategis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam 
Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 37

budaj^a;

dan
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BAB VF
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesali . 
Umum

Pasal 38

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten memuat:
a. arahan perwujudan rencana struktur ruang;
b. arahan perwujudan rencana pola ruang; dan
c. arahan perwujudan rencana tata ruang kawasan strategis 

kabupaten.

(1) Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 
disusun berdasarkan indhasi program utama lima tahunan yang 
ditetapkan dalam Lampiran III yang meruoakan bagian tidak 
terpisaukan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Pendanaan program arahan pemanfaatan ruang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.

(3) Keija sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundarig-undangan.

Arahan pemanfaatan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 38 huruf a Peraturan Daerah ini, meliputi:
a. perwujudan pusat kegiatan;
b. perwujudan sistem prasarana transportasi;
c. peningkatan sistem jaringan prasarana energi;
d. peningkatan sistem prasarana telekomunikasi;
e. peningkatan sistem jaringan prasarana sumber daya air, dan
f. peningkatan sistem jaringan prasarana lingkungan.

(1) Arahan pemanfaatan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 38 huruf b meliputi: 
a perwujudan kawasan lindung; 
b. perwujudan kawasan budidaya darat; dan

Pasal 39

Bagian Kedua
Arahan Perwujudan Rencana Struktur Ruang

Pasal 40

Bagian Ketiga
Arahan Perwujudan Pola Ruang

Pasal 41

jdih.katingankab.go.id



-32-

c. perwujudan kawasan yang diusulkan dikeluarkan dari kawasan

(2) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b meliputi hanya budidaya darat, sedangkan peruntukan 
budidaya laut sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang- 
undangan.

Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 
ayat (1) huruf a meliputi:
a. perwujudan kawasan perlindungan terhadap bawahannya;
b. perwujudan kawasan perlindungan setempat;
c. perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar 

budaya;
d. perwujudan kawasan rawan bencana alam; dan
e. peiwujudan kawasan lindung lainnya.

Perwujudan kawasan budidaya darat Pasal 41 ayat (1) huruf b meliputi:
a. perwujudan kawasan hutan produksi meliputi:

1. perwujudan kawasan hutan produksi terbatas;
2. perwujudan kawasan hutan produksi tetap; dan
3. perwujudan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.

b. perwujudan kawasan pertanian meliputi:
1. perwujudan kawmsan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
2. perwujudan kawasan pertanian hortikultura; dan
3. peiwujudan kawasan peternakan.

c. perwujudan kawasan perkebunan, meliputi:
1. perwujudan kawasan perkebunan rakyat; dan
2. perwujudan kawasan perkebunan besar swasta.

d. perwujudan kawasan industri meliputi:
1. pembuatan masterplan kawasan industri; dan
2. pembuatan masterplan pusat kaw'asan agribisnis.

e. perwujudan kawasan permukiman meliputi:
1. pemetakan zona permukiman yang telah ada;
2. identifikasi kelengkapan dan cakupan layanan fasilitas serta 

uilitas utama pada masing-masing blok dan perkiraan kebutuhan 
untuk masa depan;

3. identifikasi lokasi kelompok perm ukiman perkotaan yang berada 
pada kawasan lindung dan melakukan relokasi;

4. pencadangan kawasan permukiman baru;
5. pengadaan perumahan melalui subsidi kredit kepemilikan rumah 

sangat sederhana;
6. identifikasi kebutuhan perumahan dan penyediaan perumahan 

perdesaan melalui bantuan pemerintah dan pembangunan 
perumahan swadaya;

7. identifikasi kelompok permukiman perdesaan yang berada pada 
kawasan lindung dan melakukan relokasi; dan

8. identifikasi lokasi permukiman transmigrasi.
f. perwujudan kawasan pariwisata meliputi:

1. pengembangaxi kawasan wisata terpadu;

hutan.

Pasal 42

Pasal 43
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2. melengkapi kawasan wisata terpadu dengan fasilitas penunjang 
wisata;

3. melakukan promosi kawasan wisata terpadu melalui berbagai 
media, dan melaksanakan berbagai kegiatan promosi;

4. melakukan keijasama dengan berbagai biro perjalanan dalam 
upaya pemasaran yang progresif;

5. pengembangaan potensi sumberdaya alam sebagai objek-objek 
wisata dalam satu kesatuan sistem pengelolaan yang terpadu 
(ekowisata);

6. inventarisasi sumberdaya alam yang berpotensi sebagai objek 
wisata;

7. membentuk pusat informasi pariwisata terpadu dan sistem 
informasi manajemen promosi pariwisata daerah; dan

8. peningkatan promosi dan investasi kepariwisataan,
g. perwujudan kawasan perikanan meliputi:

1. perwujudan kawasan perikanan budidaya
2. perwujudan kawasan perikanan tangkap
3. perwujudan kawasan pengelolaan hasil perikanan; dan
4. pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana pendukung 

perikanan.

Arahan perwujudan rencana tata ruang Kawasan strategis, meliputi:
a. Penetapan batas kawasan strategis;
b. Penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
c. Penyusunan masterplan kawasan strategis;
d. Pembangunan infrastruktur pendukung kawasan strategis; dan
e. Pembangunan sarana dan prasarana kawasan strategis.

(1) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten Katingan, disusun Rencana 
Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis 
Kabupaten.

(2) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Bagian Keempat
Arahan Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 44

Pasal 45
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BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu 
Umum

Pasal 46

(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang digunakan sebagai 
acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah 
kabupaten.

(2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri atas:
a. ketentuan umum peraturan zonasi;
b. ketentuan perizinan;
c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
d. arahan sanksi.

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi digunakan sebagai pedoman 
bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan peraturan zonasi.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri atas:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; 

dan
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar 

sistem prasarana nasional dan wilayah.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan 

perlindungan terhadap bawahannya;
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan 

perlindungan setempat;
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, 

cagar budaya dan biosfer;
d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan 

bencana; dan
e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung 

lainnya.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi budidaya sebagaimana 

dimaksud pada ayat 12) huruf b terdiri atas:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya;

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Paragraf 1 
Umum

Pasal 47

dan
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b. ketentuan umum peiaturan zonasi untuk kawasan budidaya 
laut.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem 
prasarana nasional dan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c terdiri atas:
a. kawasan sekitar prasarana transportasi;
b. kawasan sekitar prasarana energi; dan
c. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Lindung

Pasal 48

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan 
terhadap bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) 
huruf a, yang merupakan daerah gambut dan resapan air ditetapkan 
sebagai berikut:
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. penanaman tanaman yang mempunyai daya serap air tinggi;
2. wisata alam; dan
3. penyediaan sumur resapan air.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. permukiman dengan persyaratan tingkat kerapatan bangunan 

rendah (Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 20% dan 
Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 40%) yang dilengkapi 
dengan sumur-sumur resapan, dan

2. kegiatan perkebunan yang mempunyai daya serao air tinggi.
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan budidaya yang menggangu fungsi kawasan; dan
2. permukiman skala menengah dan besar.

Pasal 49

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan 
setempat yang merupakan sempadan pantai ditetapkan sebagai 
berikut:
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung fungsi 
sempadan pantai; dan

2. kegiatan budidaya lain yang sesuai dengan peruntukan

b
kawasan.

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat
meliputi:
1. pertambangan dengan skala terbatas dengan syarat 

mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kegiatan industri yang memenuhi persyaratan lingkungan;
3. kegiatan budidaya pesisir, pariwisata, kemaritiman, dan 

kegiatan penunjang industri perikanan dengan syarat 
melakukan rehabilitasi kawasan dan memberikan 
kompensasi untuk menjaga keberlanjutan kegiatan yang 
sudah ada;
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4. oembangunan prasarana dan sarana transportasi dengar 
syarat tidak mengangga fungsi sempadan; dan

5. permukiman dengan syarat tidak mengganggu fungsi 
kawasan sempadan.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan teknis lingkungan 

dan perundang-undangan; dan
2. kegiatan yang dapat merusak lingkungan pesisir.

(2) Ketentuan umum peraturan donasi kawasan perlindungan setempat 
yang merupakan sempadan sungai ditetapkan sebagai berikut:
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. pembangunan sarana yang mendukung fungsi sempadan 
sungai;

2. pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan 
pengambilan, pembuangan air, serta sarana pengendali 
sungai; dan

3. kegiatan kehutanan yang mendukung fungsi lindung.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat

meliputi:
1. kegiatan budidaya pertanian hortikultur secara terbatas;
2. kegiatan budidaya oerikanan secara terbatas; dan
3. kegiatan budidaya perkebunan skala terbatas.

c. kegiatan pemanfaatan mang yang tidak diperbolehkan yaitu
mendirikan bangunan yang mengganggu fungsi sempadan 
sungai.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan 
setempat yang merupakan sempadan mata air ditetapkan sebagai 
berikut:
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. pembangunan sarana menunjang fungsi sempadan; dan
2. penyediaan ruang terbuka hijau.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat
meliputi:
1. pembangunan fasilitas rekreasi dengan syarat tidak

mengganggu fungsi sempadan;
2. pembangunan fasilitas olahraga dengan syaraf tidak

mengganggu fungsi sempadan; dan/atau
3. pembangunan sarana dan prasarana lainnya yang tidak 

menganggu fungsi sempadan.
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu

pembangunan sarana dan prasarana yang mengganggu fungsi 
sempadan.

Pasal 50

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam dan
cagar budaya yang ditetapkan sebagai berikut:
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. pembinaan padang rumput;
2. pembuatan fasilitas air minum dan atau tempat berkubang dan

mandi satwa,
3. penanaman dan pemeliharaan pohon-pohon pelindung dan 

pohon-pohon sumber makanan satwa;

/ J
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4. penjarangan populasi satwa;
5. penambahan tumbuhan atau satwa asli; dan/atau
6. pemberantasan jenis tumbuhan dan satwa pengganggu.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. pembangunan fasilitas rekreasi dengan syarat tidak mengganggu 

fungsi kawasan; dan/a tau
2. pembangunan sarana dan prasarana lainnya yang tidak 

menganggu fungsi kawasan.
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi;

1. melakukan perburuan terhadap satwa yang berada di dalam 
kawasan;

2. memasukan jenis-jenis tumbuhan dan satwa bukan asli ke dalam 
kawasan;

3. memotong, merusak, mengambil, menebang, dan memusnahkan 
tumbuhan dan satwa dalam dan dan kawasan;

4. menggali atau membuat lubang pada tanah yang mengganggu 
kehidupan tumbuhan dan satwa dalam kawasan; dan/atau

5. mengubah bentang alam kawasan yang mengusik atau 
mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa termasuk pada 
areal penyangga suaka dengan jarak 500 meter dari lokasi 
kawasan.

Pasal 51

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana 
yang merupakan kawasan rawan abrasi ditetapkan sebagai berikut:
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. penanaman tanaman mangrove;
2. pembangunan fasilitas pengamanan pantai; dan/atau
3. penanaman dan pemeliharaan pohcn-pohon pelindung;

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat 
meliputi:
1. pembangunan iasilitas rekreasi dengan syarat tidak 

mengganggu fungsi kawasan; dan /atau
2. pembangunan sarana dan prasarana lainnya yang ticiak 

menganggu fungsi kawasan.
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. membangun pada kawasan abrasi pantai;
2. melakukan aktivitas pariwisata dan nelayan; dan/atau
3. melakukan pengambilan pasir dan karang laut.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana 
yang merupakan kawasan rawan gelombang pasang ditetapkan 
sebagai berikut:
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. penanaman tanaman mangrove;
2. pembangunan fasilitas pengamanan pantai; dan/atau
3. penanaman dan pemeliharaan pohon-pohon pelindung;

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, 
meliputi:
1. pembangunan fasilitas rekreasi dengan syarat tidak 

mengganggu fungsi kawasan; dan/atau
2. pembangunan sarana dan prasarana lainnya yang tidak 

menganggu fungsi kawasan.
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c kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu 
pendirian bangunan kecuali untuk bangunan umum dan 
kepentingan pemantauan ancaman bencana.

(3j Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana 
yang merupakan kawasan rawan banjir ditetapkan sebagai berikut:
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi'

1. peningkatan kawasan resapan air;
2. pembangunan jaringan drainase;
3. oenanaman dan pemeliharaan pohon-pohon pelindung; 

dan/atau
4. pemanfaatan kawasan rawan banjir untuk ruang terbuka 

hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan 
rendah.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu 
pembangunan sarana dan prasarana lainnya yang tidak 
menganggu fungsi kawasan.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu 
pemanfaatan kawasan rawan banjir untuk permukiman.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya yang 
merupakan kavrasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut dan 
terumbu karang yang dilindungi ditetapkan dengan ketentuan 
diperbolehkan hanya untuk kegiatan penelitian dan penangkaran 
budidaya.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Budidaya

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan 

hutan produksi;
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan 

pertanian;
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan 

perkebunan;
d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan 

pertambangan;
e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan 

industri;
f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan 

permukiman;
g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan 

pariwisata;
h. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan 

perikanan; dan
i. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan

Pasal 52

Pasal 53

lainnya.
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Pasal 54

Ketentu&n umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan 
produksi ditetapkan sebagai berikut:
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan hutan produksi dengan sub sektornya berupa hutan 
produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan hutan produksi 
konversi; dan/atau

2. pengembangan fungsi hutan produksi menjadi hutan berfungsi 
lindung.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. penggunaan Kawasan untuk kepentingan pembangunan di luar 

kehutanan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
a. tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya kecuali kegiatan 

kehutanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah 
dan bangunan terkait dengan pengelolaan budidaya hutan 
produksi;

b. sebelum kegiatan pengelolaan hutan produksi dilakukan wajib 
memiliki izin lingkungan;

c. masih dimungkinkan dilakukan kegiatan penambangan, namun 
harus mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku 
di bidang kehutanan;

d. kegiatan pemanfaatan harus diupayakan untuk menyerap 
sebanyak mungkin tenaga kerja dari masyarakat lokal; dan

e. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu 
semua kegiatan pemanfaatan ruang yang menggarggu fungsi 
kawasan.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan
pertanian ditetapkan sebagai berikut:
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan pertanian dengan sub sektornya berupa tanaman 
pangan, pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, perikanan 
darat dan hortikultura;

2. pembangunan prasarana wilayah; dan/atau
3. pembangunan sarana dan prasarana permukiman perdesaan.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu:
1. kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan pertanian 

harus diperuntukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, 
dengan memelihara sumber daya sebagai cadangan pembangunan 
yang berkelanjutan dan memperhatikan kaidah pe’estarian 
lingkungan hidup; dan

2. kegiatan pertanian dan perkebunan skala besar wajib memi’iki 
izin lingkungan.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu.
1. kawasan pertanian tanaman lahan kering tidak produktif dapat 

dialih fungsikan dengan syarat-syarat tertentu yang diatur oleh 
Pemerintah Daerah dengan Peraturan Pupatl;

2. lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah lahan pertanian 
yang ditetapkan untuk dilindungi dan tidak bolen dialihfungsikan; 
dan / atau
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3. semua kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi 
kawasan.

Ketentuan umum peraturan i onasi untuk kawasan peruntukan
perkebunan ditetapkan sebagai berikut:
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. dalam kawasan perkebunan skala besar dan perkebunan rakyat 
diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung 
kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah; dan

2. alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya dapat 
dilakukan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

b. kegiatan perkebunan skala besar wajib memiliki izin lingkungan.
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu:

1. kegiatan perkebunan tidak diperlcenankan dilakukan di dalam 
kawasan lindung;

2. kegiatan usaha perkebunan besar yang masih menunggu 
pelepasan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak 
diperbolehkan melakukan kegiatan operasional dilapangan.

3. sebelum kegiatan perkebunan besar dilakukan diwajibkan untuk 
dilakukan studi kelayakan dan studi Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan (AMDAL) yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi 
dari lembaga yang berwenang; dan

4. bagi kawasan perkebunan skala besar tidak diperkenankan 
merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan 
perizinan 3Tang diberika.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan
ditetapkan sebagai berikut:
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. pembangunan sarana dan prasaran a pendukung kegiatan 
pertambangan; dan/atau

2. pemulihan rona bentang alam pasca pertambangan.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu:

1. setiap kegiatan pertambangan harus memberdayakan masyarakat 
lingkungan yang dipengaruhinya guna kepentingan dan 
kesejahteraan setempat;

2. pembatasan kegiatan pertambangan untuk mencegah dampak 
lingkungan;

3. kegiatan pertambangan wajib memiliki izin lingkungan;
4. pada ’okasi kawasan pertambangan fasilitas fisik yang harus 

tersedia meliputi jaringan listrik, jaringan jalan raya, tempat 
pembuangan sampah dan saluran air kotor; dan

5. pengelolaan pertambangan dilakukan dengan menggunakan 
konsep pengembangan berkelanjutan, peningkatan nilai tambah 
dan ramah lingkungan.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu
kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.
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Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri
ditetapkan sebagai berikut:
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. penyediaan sarana dan prasarana kawasan industri siap bangun;
2. pemanfaatan kawasan industri diprioritaskan untuk mengolah 

bahan baku loka! menggunakan potensi sumberdaya aiam dan 
sumber daya manula setempat;

3. pemanfaatan kawasan industri untuk menampung kegiatan aneka 
industri sesuai dengan karakteristik kawasan; dan/atau

4. industri usaha mikro, kecil dan menengah tidak wajib berlokasi di 
dalam kawasan industri.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu:
1. kawasan peruntukan industri harus dilakukan studi AMD AL atau 

UKL-UPL, SPPL dan memiliki Izin Lingkungan sesuai ketentuan 
yang berlaku;

2. kawasan peruntukan industri harus memiliki sistem pengelolaan 
limbah yang baik untuk mencegah terjadinya pencemaran 
dan/atau kerusakan lingkungan akibat aktivitas kawasan 
industri”;

3. undik meningkatkan produktivitas dan kelestarian lingkungan, 
pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek 
ekologis;

4. khusus untuk kawasan industri, pihak pengelola wajib 
menyiapkan kajian studi amdal sehingga pihak industri cukup 
menyiapkan RPL dan RKL;

5. dalam kawasan industri diperkenankan adanya permukiman 
penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan yang 
berlaku; dan/atau

6. dalam kawasan industri diperkenankan adanya sarana dan 
prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yrang tidak diperbolehkan yaitu
kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan,
misalnya lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan
langsung dengan kawasan permukiman.

(lj Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan
permukiman perkotaan ditetapkan sebagai berikut:
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu 

pembangunan sarana dan prasarana pendukung fungsi 
kawasan perumahan, kawasan perkantoran, kawasan 
perdagangan dan jasa, kawasan industri, kawasan pariwisata, 
ruang evakuasi bencana, sabana dan prasarana olah raga dan 
ruang terbuka hijau;

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu 
kegiatan pemanfaatan ruang non perkotaan dengan syarat 
menunjang fungsi kawasan;

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu
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lindung dan upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam; 
dan

d. dalam hal kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap 
bangun (hsiba) penentapan lokasi dan penyediaan tanah, 
penyelenggaraan pengelolaan dan pembinaannya diatur didalam 
peraturan pemerintah yang berdiri sendiri.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kav/asan peruntukan
permukiman perdesaan ditetapkan sebagai berikut:
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu 

pembangunan sarana dan prasarana pendukung fungsi 
kawasan permukiman perdesaan;

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperoolehkan bersyarat yaitu 
kegiatan pemanfaatan ruang perkotaan dengan syarat tidak 
mengganggu fungsi kawasan; dan

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu 
kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 60

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata
ditetapkan sebagai berikut:
a. kegiatan pemanfaatan ruang }rang diperbolehkan meliputi:

1. pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan 
wisata;

2. pemanfaatan potensi alam dan buaaya setempat sesuai daya 
dukung dan daya tampung lingkungan; dan

3. periindungan situs warisan budaya setempat.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1. kegiatan kepariwisataan harus memiliki hubungan fungsional 
dengan kawasan industri kecil dan rumah tangga serta 
membangkitkan sektor jasa masyarakat;

2. pembatasan pendirian bangunan non-pariwisata pada kawasan 
efektif pariwisata; dan

3. pembatasan koefisien dasar bangunan bagi setiap usaha 
akomodasi dan fasilitas penunjangnya, setinggi-tingginya 40% 
(empat puluh persen) dari persil yang dikuasai.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu
kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 61

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan
tangkap ditetapkan sebagai berikut:
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan 

perikanan tangkap; dan
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu 

kegiatan pemanfaatan ruang selain perikanan tangkap.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan

budidaya ditetapkan sebagai berikut:
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan 

perikanan budidaya dan kegiatan perikanan tangkap;

«
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b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu 
kegiatan wisata dan kegiatan penelitian dengan syarat tidak 
mengganggu fungsi kawasan; dan

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu 
kegiatan pemanfaatan ruang vang mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 62

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan alur pelayaran 
ditetapkan sebagai berikut:
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan 

pemanfaatan ruang untuk kegiatan pelayaran;
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1. kegiatan perikanan tangkap dengan syarat tidak menggunakan 
ala'; tangkap statis; dan

2. kegiatan penambangan dengan syarat pembatasan luas area dan 
waktu penambangan.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu 
kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 63

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan penambangan
pasir laut ditetapkan sebagai berikut:
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan 

penambangan pasir laut,
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu 

kegiatan perikanan tangkap dengan tidak menggunakan alat 
tangkap statis; dan

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolenkan yaitu 
kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 64

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan daerah 
lingkungan kerja pelabuhan ditetapkan sebagai berikut:
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan 

sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelabuhan; dan
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan 

pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 65

( t ) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana 
transportasi terdiri atas:
a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan;
b. ketentuan umum peraturan zonasi terminal;
c. ketentuan umum peraturan zonasi pelabuhan laut; dan
d. ketentuan umum peraturan zonasi ruang udara untuk 

penerbangan.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:

,X/ $ u
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a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional, jalan 
provinsi dan jalan kabupaten ditentukan berdasarkan arahan 
rencana pola ruang;

b. lebar minimal ruang manfaat jalan (rumaja), ruang milik jalan 
(rumija), ruang pengawasan jalai: (ruwasja) dan garis sempadan 
bangunan (GSB) untuk tiap ruas jalan ditetapkan sesuai 
ketentuan yang berlaku berdasakan status, furgsi dan kondisi 
setiap ruas jaringan jalan di lapangan;

c. pelarangan kegiatan dan pemanfaatan ruang pada rumaja, 
rumija dan ruwasja yang mengaidbatkan terganggunya fungsi 
jalan; dan

d. kewajiban melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALL) 
sebagai persyaratan izin mendirikan bangunan bagi 
pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan yang berpotensi 
mengganggu arus lalu lintas.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi terminal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
a. penyediaan fasilitas pendukung terminal seperti tempat parkir, 

tempat antri penumpang, tempat tunggu penumpang, fasilitas 
kesehatan, fasilitas makan minum, fasilitas peribadatan dan 
lainnya; dan

b. memenuhi ketentuan peraturan sektor yang berlaku.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi pelabuhan laut sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup:
a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan 

pengembangan kawasan pelabuhan;
b. pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas Tim air yang 

berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut; dan
c. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan 

Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan 
Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan 
yang berlaku

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi ruang udara untuk 
penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 
mencakup:
a. disusun dengan memperhatikan pembatasan pemanfaatan 

tuang udara agar tidak mengganggu sistem operasional 
penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan;

b. arahan peraturan pemanfaatan dan pengaturan penggunaan 
lahan mencakupi pembatasan ketinggian bangunan dan benda 
tumbuh sesuai Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan 
(KKOP) dan pemanfaatan lahan sesuai Batas Kawasan 
Kebisingan (BKK) bandara; dan

c. batasan ketinggian penerbangan terendah sebagaimana 
dimaksud pada hunrf b, tidak berlaku untuk kegiatan 
penerbangan yang terkait dengan upaya-upaya penyelamatan, 
keadaan darurat, dan keamanan negara.

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana

Pasal 66

energi, mencakup:
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a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar 
pembangkit tenaga listrik; dan

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan 
prasarana energi

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar pembangkit 
tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
disusun dengan memperhatikan pemanfaatan mang di sek'tar 
pembangkit listrik dan memperhatikan jarak aman dari kegiatan 
lain.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan 
prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nuruf b, 
mencakup pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur 
jaringan prasarana energi sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana 
telekomunikasi, mencakup nemanfaatan ruang lokasi penempatan 
stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi dengan 
memperhitungkan aspek keamanan, keselamatan dan keserasian 
dengan kegiatan kawasan sekitarnya.

(1) Setiap orang dan atau pelaku usaha yang akan memanfaatkan 
ruang, wajib memiliki izin pemanfaatan mang.

(2) Ketentuan, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam 
pemberian izin pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang.

(3) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang 
sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang- 
undangan.

(4) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur 
atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan.

(1) Ketentuan insentif dan disinsentif merupakan acuan bagi pejabat 
yang berwenang dalam pemberian insentif dan pengenaan 
disinsentif.

(2) Insentif diberikan kepada setiap orang dan atau pelaku usaha yang 
dalam pelaksanaannya sesuai dengan perwujudan RTRWK untuk 
mendorong atau pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata 
ruang beserta rencana rincinya.

Pasal 67

Bagian Ketiga 
Ketentuan Perizinan

Pasal 68

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 69
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(3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu 
dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya.

Pasal 70

(1) Pemberian insentif meliputi .
a. insentif fiskal, meliputi:

1. pemberian keringanan pajak, dan
2. pengurangan retribusi.

b. Insentif non-fiskal, meliputi:
1. pemberian kompensasi;
2. subsidi silang;
3. kemudahan perizinan;
4. imbalan;
5. sewa ruang dan urun saham;
6. penyediaan prasarana dan sarana;
7. penghargaan; dan
8. publisitas atau promosi daerah.

(2) Pemberian insentif ditujukan pada kawasan-kawasan yang harus 
didorong perkembangannya, meliputi:
a. Kawasan perkotaan;
b. kawasan perkebunan dengan komoditas unggulan kabupaten,
c. kawasan pariwisata;
d. kawasan pertambangan; dan
e. kawasan industri.

Pasal 71

(1) Pemberian disinsentif meliputi:
a. disinsentif fiskal, berupa pengenaan pajak yang tinggi;
b. disinsentif non fiskal, meliputi.

1. kewajiban memberi kompensasi;
2. rekomendasi penangguhan perpanjangan izin dan atau 

pecabutan izin
3. kewajiban pemberian imbalan;
4. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan
5. pembatasan administrasi pertanahan.

(2) Pemberian disinsentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 69 
ayat (3) ditujukan terhadap kegiatan-kegiatan yang harus 
dikendalikan perkembangannya, meliputi:
a. kegiatan-kegiatan yang berada pada kawasan lindung; dan
b. kegiatan pertambangan di luar kawasan pertambangan.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif diatur dengan 
Peraturan Kepala Daerah.
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Bagian Kelima 
Arahan Sanks'

Pasal 73

(1) Arahan sanksi merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam 
pengenaan sanksi kepada pelanggar pemanfaatan ruang.

(2) Sanksi dikenakan kepada setiap orang yang melakukan 
pelanggaran pemanfaatan ruang.

(3) Pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) meliputi:
a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata 

ruang;
b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan 

ruang yang diberikan;
c. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang 

dibe±*ikan; dan/atau
d. pemanfaatan ruang yang menghalang' akses terhadap kawasan 

dinyatakan oleh Peraturan Perundang-undangan sebagai milik 
umum.

(4) Pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud oada ayat
(3) dikenakan sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayrnan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pencabutan izin;
f. pembatalan izin;
g. pembongkaran bangunan;
h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
i. denda administratif.

(1) Peringatan tertulis diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam 
penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penerbitan 
surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.

(2) Penghentian sementara kegiatan dilakukan melalui langkah- 
langkah sebagai berikut:
a. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari 

pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran 
pemanfaatan ruang;

b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan 
sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban 
dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi 
penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan 
pemanfaatan ruang;

c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertioan 
dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai 
oengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang 
dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat 
penertiban;

Pasal 74
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d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang 
berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat 
penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan 
^uang secara paksa; dan

e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang 
berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan 
ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan 
terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan 
pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau 
ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

(3) Penghentian sementara pelayanan umum dilakukan melalui
langkah-langkah sebagai berikut:
a. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara 

pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan 
penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat 
pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);

b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang 
disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban 
menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian 
sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat 
rincian jen;s-jenis pelayanan umum yang akan diputus;

c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban
memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi 
penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera 
dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang 
akan diputus,

d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada
penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan 
kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;

e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelavanan
kepada pelanggar; dan

f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara 
pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat 
pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar 
memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan 
ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis 
pemanfaatan ruang yang berlaku.

(4) Penutupan lokasi dilakukan melalui langkah-langkah sebagai

a. penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang 
berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan 
ruang;

b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang 
disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat 
keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada 
pelanggar;

c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban 
dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai 
pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera 
dilaksanakan;

d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang 
berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan 
penutupan lokasi secara paksa; dan

berikut :
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e, pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, 
untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali 
sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk 
menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata 
ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

(5) Pencabutan izin dilakukan melalui langkah-langkah sebagai 
berikut:
a. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin 

oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban 
pelanggaran pemanfaatan ruang;

b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang 
disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat 
keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan 
ruang;

c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar 
mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;

d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban 
mengajukan permohonan pencabutan izin kepada nejabat yang 
memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;

e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan 
pencabutan izm menerbitkan keputusan pencabutan izin, dan 
memberitanukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin 
yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan 
kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah 
dicabut izinnya; dan

f. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan 
Kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang 
berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Pembatalan izin dilakukan melalui langkah-langkah sebagai 
beriku t:
a. membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara 

pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan 
pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang 
berlaku;

b. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang 
perinal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat 
mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk 
mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;

c. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang 
berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan 
ruang;

d. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan 
pembatalan izin;

e. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang 
memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan

f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin 
yang telah dibatalkan.

(7) Fembongkaran bangunan dilakukan melalui langkah-langkah 
sebagai berikut:
a. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran 

bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban 
pelanggaran pemanfaatan ruang;
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b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang 
disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban 
mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi 
pembongkaran bangunan,

c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban 
memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi 
pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan

d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang 
berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan 
aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara 
paksa.

(8) Pemulihan fungsi mang dilakukan melalui langkah-langkah sebagai
berikut:
a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi 

bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara 
pemulihannya;

b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran 
pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah 
pemulihan fungsi ruang;

c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang 
disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban 
mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan 
fungsi ruang;

d. pejabat yang berwenang melauukan tindakan penertiban, 
memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi 
pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar 
dalam jangka waktu tertentu;

e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan 
melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi 
ruang;

f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum 
melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang 
bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat 
melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi 
ruang; dan

g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai 
kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat 
mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan 
oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif dan penjelasannya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) diatur dengan Peraturan 
Kepala Daerah.
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BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu 
Hak Masyarakat

Pasal 76

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:
a. mengetahui rencana tata ruang,
b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul 

akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan 
rencana tata ruang;

d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap 
pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di 
wilayahnya; dan

e. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemegang izin apabila 
kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang 
sehingga menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua 
Kewajiban Masyarakat

Pasal 77

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:
a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari 

pejabat yang berwenang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin 

pemanfaatan ruang; dan
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan 

perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga 
Peran Masyarakat

Pasal 78

Peran serta masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap: 
a. perencanaan tata ruang; 
o. pemanfaatan ruang; dan
c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 79

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaar tata ruang berupa: 
a. masukan mengenai:

1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawmsan;

■ /A
/
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3. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan
4. penetapan rencana tata ruang.

b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau 
sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 80

Bentuk peran masymakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:
a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau 

sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal 

dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan 

ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi 
dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan;

e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta 
memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkun gan hidup 
dan sumber daya alam; dan/atau

f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang meliputi:
a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, 

pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan 

rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam 

hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan 
pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah 
ditetapkan; dan

d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang 
terhadap pembangunan yang dianggap cidak sesuai dengan rencana 
tata ruang.

Pasal 82

(1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan 
secara langsung dan/atau tertulis;

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 
disampaikan kepada Bupati; dan

(3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat 
disampaikan melalui unit keija terkait yang ditunjuk oleh Kepala 
Daerah.

Pasal 33

Dalam rangka pemenuhan hak masyarakat untuk mengetahui RTRW, 
Pemehntah Daerah berkewajiban untuk:
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a. menempatkan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten dalam 
lembaran daerah;

b. mengumumkan dan menyebarluaskan RTRW Kabupaten melalui 
penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang 
bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor yang 
secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut;

c. mengumumkan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten beserta 
ketentuan pelaksanaannya melalui media cetak, elektronik, forum 
pertemuan dan sosialisasi; dan

d. menyediakan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten beserta 
peta rencana tata ruangnya secara lengkap dan terbuka pada cinas, 
tim, kantor kecamatan dan kantor kelurahan.

(1) Tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang
meliputi:
a. menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, 

potensi dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan rencana 
tata ruang melalui media komunikasi dan/atau forum 
pertemuan; dan

b. kerja sana dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang meliputi;
a. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan 

ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan,
b. kerja sama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan;
c. pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang 

telah ditetapkan; dan
d. penaatan terhadap izin pemanfaatan ruang.

(3) Tata cara peran masyarakat dalam pengendalian tata ruang
meliputi:
a. menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau perataran 

zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta 
pengenaan sanksi kepada pejabat yang berwenang;

b. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang;
c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang 

dalam nal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran 
kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata 
ruang yang telah ditetapkan: dan

d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang 
berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan 
rencana tata ruang.

Pasal 84
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BAB X
KELEMBAGAAN

Pasal 85

(1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang 
dan kerja sama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang 
dibentuk TKPRD Kabupaten.

(2) Tugas, susunan organisasi, dan tata keija TKPRD Kabupaten 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Kepucusan 
Bupati.

(3) TKPRD Kabupaten dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. perencanaan tata ruang meliputi:

a. mengoordinasikan penyusunan rencana tata ruang 
Kabupaten dengan mempertimbangkan pengarusutamaan 
pembangunan berkelanjutan melalui Kajian Lingkungan 
Hidup Strategis (KLHS);

b. mengoordinasikan sinkronisasi Rencana Tata Ruang 
Kabupaten dengan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah;

c. mengintegrasikan, memadu serasikan, dan
mengharmonisasikan rencana tata ruang kabupaten dengan 
rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ri ang 
pulau atau kepulauan, rencana tata ruang kawasan 
strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, 
rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan rencana 
tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan;

d. mengoordinasikan penyusunan rencana tata ruang 
kabupaten dengan provinsi dan antar kabupaten yang 
berbatasan;

e. mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan 
peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah 
daerah kabupaten dan rencana tata ruang kawasan strategis 
daerah kabupaten kepada Pemerintah Provinsi;

f. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi rencana tata 
ruang kabupaten ke provinsi; dan

g. mengkoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang 
kabupaten ke daerah provinsi;

2. pemanfaatan ruang meliputi:
a. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian 

permasalahan dalam program dan kegiatan pemanfaatan 
ruang di daerah kabupaten; dan

b. mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama penataan ruang 
antar daerah kabupaten/kota;

3. pengendalian pemanlaatan ruang meliputi:
a. mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian penerapan 

indikasi program utama RTR kabupaten/kota ke dalam 
RPJMD;

b. mengoordinasikan pelaksanaan ketentuan peraturan zcnasi 
daerah kabupaten/kota dalam proses pemberian izin untuk 
investasi skala besar;
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c. mengoordinasikan penetapan bentuk dan mekanisme 
pembelaan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan 
pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota dalam hal 
diperlukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan 
Terpadu Satu Pintu; dan

d. memberikan rekomendasi bentuk sanksi atas pelanggaran 
pemanfaatan ruang dan/ atau kerusakan fungsi lingkungan 
kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan sub 
urusan penataan ruang.

(2) Susunan keanggotaan TKPRD Kabupaten terdiri atas:
a. Penanggung jawab adalah Bupati;
b. Ketua adalah Sekretaris Daerah Kabupaten;
c. Wakil Ketua adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan Kaoupaten katingan;
d. Sekretaris adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan Kabupaten Katingan; dan
e. Anggota adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait 

penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan 
kemampuan daerah.

(3) TKPRD Kabupaten menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1 
(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi 
alternatif kebijakan penataan ruang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang 
mengacu pada peraturan perundang undangan.

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah 
yang lingkup tugas dan langgungjawabnya dihidang penataan 
ruang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penyidikan 
membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana.

(2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah:
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau 

keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang 
penataan ruang;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang vang diduga 
melakukan tidak pidana dalam bidang penataan ruang;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribaai atau 
Tim sehuoungan dengan tindak pidana di bidang penataan 
ruang;

d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen 
lain berkenaan tindak pidana di bidang penataan ruane:

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 86
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e. melakukan penggeledahan undan mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan dan cokumen-dokumen lain serta 
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemedksaan sedang 
berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen 
yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di 
bidang penataan ruang;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 

penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut 
hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik 
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat 
Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan.

(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui 
Pejabat Kepolisian setempat.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 87

( 1 )

(2 )

(3)

(4)

Setiap orang yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang 
telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) 
huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d yang mengakibatkan 
perubahan fungsi ruang, dipidana penjara paling lama 6 (enam) 
bulan dan denda paling banyak Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta 
Rupiah);
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
kategori pelanggaran;
Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan kategori tindak kejahatan maka tuntutan pidananya 
disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas 
Daerah.
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BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 88

Rincian pengaturan kawasan hutan yang dilakukan outline tersebar di 
seluruh wilayah kota dengan peruntukan kawasan terdiri dari :
a. kawasan permukiman perkotaan yang masuk dalam kawasan hutan;
b. kawasan permukiman perdesaan yang masuk dalam kawasan hutan;
c. kawasan perkebunan yang masuk dalam kawasan hutan;
d. kawasan pertanian tanaman pangan yang masuk dalam kawasan 

hutan;
e. kawasan pertanian hortikultura yang masuk dalam kawasan hutan;
f. kawasan perikanan darat masuk dalam kawasan hutan; dan
g. kawasan industri masuk dalam kawasan hutan.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan PermiiKiman Perkotaan 

Yang Masuk Dalam Kawasan Hutan

Pasal 89

Kawasan peruntukan permukiman perkotaan yang masuk dalam 
kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada pasal 88 huruf a, terdapat 
kawasan peruntukan permukiman perkotaan yang masuk dalam 
kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 93.803,09 Ha, 
tersebar di Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan Pulau Malan, 
Kecamatan Te vang Sangalang Garing, Kecamatan Katingan Hulu, 
Kecamatan Marikit, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kecamatan Katingan 
Hilh, Kecamatan Tasik Paya wan, Kecamatan Kamipang, Kecamatan 
Mendawai, Kecamatan Katingan Kuala dan Kecamatan Petak Malai.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan PermuKiman Perdesaan 

Yang Masuk Dalam Kawasan Hutan

Pasal 90

Kawasan peruntukan permukiman perdesaan yang masuk dalam 
kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada pasal 88 huruf b, berada 
pada kawasan peruntukan permukiman perdesaan yang masuk dalam 
kawasan hukam seluas 11.193,59 Ha, tersebar di seluruh kecamatan.

Faragraf3
Kawasan Peruntukan Perkebunan 

Yang Masuk Dalam Kawasan Hutan

Pasal 91

Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal

i
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88 huruf c, berada dalam kawasan hutan produksi dan hutan produksi 
yang dapat dikonversi seluas 282.354,12 Ha, tersebar di Kecamatan 
Katingan Tengah, Kecamatan Pulau Malan, Kecamatan Tewang 
Sangalang Garing, Kecamatan Marikit, Kecamatan Sanaman Mantikeh 
Kecamatan Katingan Hilir, Kecamatan Tasik Payawan, Kecamatan 
Kamipang, Kecamatan Mendawai, Kecamatan Katingan Kuala dan 
Kecamatan Petak Malai.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan 

Yang Masuk Dalam Kawasan Hutan

Pasal 92

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan yang masuk dalam 
kawasan hutan produksi dan hutan produksi yang dapat dikonversi 
seluas 45.116,90 Ha, tersebar di Kecamatan Pulau Malan, Kecamatan 
Tewang Sangalang Garing, Kecamatan Mendawai, Kecamatan Katingan 
Kuala, Kecamatan Petak Malai, Kecamatan Sanaman Mantikei, 
Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan Katingan Hilir, Kecamatan 
Tasik Payawan dan Kecamatan Kamipang

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Pertanian Hortikultura 

Yang Masuk Dalam Kawasan Hutan

Pasal 93

Kawasan peruntukan pertanian hortikultura yang masuk dalam 
kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada pasal 88 huruf e, terdapat 
pada kawasan peruntukan pertanian hortikultura yang masuk dalam 
kawrasan hutan produksi dan hutan produksi yang dapat dikonversi 
seluas 15,668,81 Ha, tersebar di Kecamatan Kamipang dan Kecamatan 
Mendaw ai

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Perikanan 

Yang Masuk Dalam Kawasan Hutan

Pasal 94

Kawasan peruntukan perikanan yang masuk dalam kawasan hutan 
sebagaimana dimaksud pada pasal 88 huruf f, seluas 18.419,63 Ha, 
terdiri atas:
a. kawasan peruntukan perikanan tangkap yang masuk dalam 

kawasan Taman Nasional seluas 11.404,50 Ha, tersebar di 
Kecamatan Katingan Kuala dan Kecamatan Kamipang.

b. kawasan peruntukan perikanan Budidava yang masuk dalam 
kawasan hutan produksi tetap seluas 1.224,67 Ha, tersebar di 
Kecamatan Katingan Kuala;
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c. kawasan peruntukan perikanan tangkap yang masuk dalam 
kawasan hutan produksi tetap dan hutan produksi yang dapat 
dikonversi seluas 5.253,43 Ha, tersebar di Kecamatan Katingan 
Kuala; dan

d. kawasan peruntuican perikanan budidaya yang masuk dalam hutan 
produksi yang dapat dikonversi seluas 537,03 Ha, tersebar di 
Kecamatan Mendawai, dan Kecamatan Katingan Kuala.

Kawasan peruntukan industri yang masuk dalam kawasan hutan 
sebagaimana dimaksud pada pasal 88 huruf g, seluas 8.444,65 Ha, 
terdiri atas:
a. kawasan peruntukan industri yang masuk dalam kawasan hutan 

lindung seluas 0,91 Ha, tersebar ai Kecamatan Katingan Kuala; dan
b. kawasan peruntukan industri yang masuk dalam kawasan hutan 

produksi yang dapat dikonversi seluas 8.443,74 Ha, tersebar ai 
Kecamatan Mendawai, dan Kecamatan Katingan Kuala.

(1) Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Tahun 2019-2039 dilengkapi dengan Dokumen Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kabupaten dan peta dengan tingkat ketelitian 
1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Album Peta yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 
ini; dan

(2) Perubahan peruntukan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan 
hutan dan penggunaan kawasan hutan penyesuaiannya diatur 
dengan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan yang beriaku.

(1) Rencana tata ruang wilayah kabupaten dapat ditinjau kembali 1 
(satu) kali dalam 5 (lima) tahun; dan

(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan 
bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan 
perundang-unaangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, 
wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan 
dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah kabupaten 
ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Industri 
Yang Masuk Dalam Kawasan Hutan

Pasal 95

Pasal 96

Pasai 97
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BAB XIV
KETENTUAN PERAUPAN

Pasal 08

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan 
pelaksanaan yang mengatur penataan ruang Daerah yang telati ada 
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum 
diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai 
dengan masa, berlakunya,

b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku 
ketentuan:
1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin 

tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan 
Peraturan Daerah ini; dan

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, 
dilakukan penyesuaian dengan masa transisi selama 3 (tiga) 
tahun.

c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin 
dan bertentangan dengan ketentuan aengan Peraturan Daerah 
ini, ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; 
dan

d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang 
diperlukan.

Pasal 99

Pemberian izin pemanfaatan ruang terhadap luas wilayah yang muncul 
sebagai selisih antara perbedaan luas wilayah administrasi dan luas 
wilayah fungsi berdasarkan usulan perencanaan pemanfaatan ruang, 
sedangkan kepastian hukum terhadap pemberian izin diantara oatas 
batas administrasi dan batas fungsional diberikan setelah adanya 
kepastian terhadap penegasan tata batas administrasi berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Bilamana dikemudian hari, rencana tata ruang wilayah yang telah 
diusulkan dalam bentuk outline dikeluarkan dari kawasan hutan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka 
terhadap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruangnya 
mengacu pada perundang-undangan yang lebih tinggi tanpa harus 
menunggu perubahan PERDA.

Pasal 101

Terhadap rencana pembangunan fasilitas umum dan kegiatan yang 
bersifat non komersial di dalam kawasan hutan yang telah di tetapkan

v ,
i
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dalam outline dengan luasan maksimal 5 hektar, permohonan pinjam 
pakai di ajukan kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Katingan.

Diundangkan di Kasongan 
pada tanggal, Z2 Maret 2019

SEKRETAftfS DAERAH 
KABUPATEN KATINGAN,

L-aTKHSli/

NIKODEMUS

Ditetapkan di Kasongan 
pada tanggal, 2Z Maret 2019

BUPATI KATINGAN,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 04,23/2019

t'.
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN 
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH 

KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 -  2039

Ruang Wilayah Kabupaten Katingan yang meliputi darat, laut dan 
udara beserta sumber daya alam sebagai suatu kesatuan yang utuh 
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi 
wadah/tempat manusia dan makluk hidup melakukan aktifitas 
kehidupan, merupakan karunia Tuhan \ang Maha Esa yang perlu 
disyukuri, dilindungi, dikelola, dikembangkan dan dilestarikan 
pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi 
kelangsungan dan kepentiiigan hidup regenerasi, baik generasi 
sekarang maupun generasi yang akan datang sebagai pedoman daiam 
rangka penataan Ruang Wilayah sebagaimana diamanatkan dalam 
pancasila sebagai dasar dan Falsafah Negara, menegaskan keyakinan 
bahwa kebahagiaan hidup dapat tercapai jika didasarkan atas 
keserasian dan keseimbangan baik dalam hidup manusia sebagai 
pribadi, hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, dan 
sebagai landasan konstitusional Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan 
dan dilindungi untuk sebesarbesarnva kemakmuran rakyat.

Kabupaten Katingan yang lahir dari hasil pemekaran Kabupaten 
Kotawaringin Timur berdasarkan UU No. 5 Tahun 2002 tentang 
pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten 
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, 
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung di Provinsi Kalimantan 
Tengah adalah merupakan manive stasi dari pelaksanaan otonomi 
daerah dan perkembangan dinamika kehidupan demokrasi sebagai 
perwujudan dari keinginan masyarakat untuk memperbaiki harkat 
dan martabat hidup untuk berdiri sendiri dalam suacu wilayah 
Kabupaten dan berdiri sejajar dengan kabupaten lainnya dalam 
bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, dalam rnngka mendekatkan dan meningkatkan 
pelayanan umum, maka pada tahun 2007 Kabupaten Katingan

I. UMUM
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dimekarkan menjadi 13 Kecamatan yang pada awalnya terdiri dan 11 
Kecamatan dengan 7 (tujuh) kelurahan dan 154 (seratus lima puluh 
empat) desa.

Berdasarkan SK.6025/MENLHK-PKTL/ PLA.2/11/2017 luas wilayah 
Kabupaten Katingan merupakan kawasan yang di dominasi hutan 
dengan luas wilayah 2C.393 Km2 atau 2.039.386 hektar. Ha yang 
terdiri dari hutan lindung 43153,94 Ha, hutan produksi tetap 
1.269.373,06 hutan produksi terbatas 373.376,02 Ha hutan produksi 
konversi 412.927,93 Ha, dan kawasan suaka, alam/kawasan 
pelestarian alam 456.659,63 Ha.

Kabupaten Katingan dengan karakteristik geografis dan kedudukan 
yang sangat strategis memiliki keanekaragaman ekosistem hayati dan 
potensi sumber daya alam yang tersebar luas dimanfaatkan secara 
terkoordinasi terpadu dan selektif dengan tetap memperhatikan faktor 
daya dukung daya tampung, kearifan lokal, ekonomi, sosial budaya, 
serta kelestarian lingkungan hidup untuk menopang pembangunan 
dan pengembangan wilayah sebagai integral dari pembangunan 
nasxonal melalui penataan ruang wilayah dan pemanfaatan ruang 
wilayah yang bersifat akomodatif dan komperehensif untuk 
mendorong proses pembangunan daerah secara berkelanjutan 
berdaya guna serta berhasil guna.

Dengan Kota Kasongan yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal 
(PKL) dalam RTRW Provinsi Kalimantan Tengah dan adanya Kawasan 
Pelabuhan pengumpan lokal dan Bandar udara utama Kabupaten 
Katingan, diharapkan dapat memacu perkembangan ekonomi 
kabupaten dimasa akan datang.

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1
Cukup jelas 

Pasal 2
Batas fungsional dirumuskan sebagai upaya mengatasi 
permasalahan selisih batas administratif dengan Kabupaten 
berbatasan agar dikemudian hari tidak terjadi nermasalahan 
kemenangan pemanfaatan dan fungsi ruang a i Kabupaten 
sampai keputusan kepastian sengketa batas administratif 
diterbitkan oleh Pemerintah.
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Pasal 3
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten dirumuskan untuk 
mengatasi permasalahan tata ruang dan sekaligus 
memanfaatkan potensi yang dimiliki, serta mendukung 
terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan kabupaten 
dalam jangka panjang.

Pasal 4
Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten 
ditetapkan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang kota.
Yang dimaksud dengan "kebijakan penataan ruang kabupaten" 
adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan 
dasar dalam peman faatan mang darat, laut, dan udara tei masuk 
mang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan mang.

Pasal 5
Yang dimaksud dengan “strategi penataan mang kabupaten” 
adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan mang 
kabupaten.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 1?
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas
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Pasal 16
Ayat(1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Sanitary Land-fill adalah 
Pengembangan dari controlled Land-fill, dimana tidak ada 
sampah tersisa karena setiap hari tanah ditutup lapisan tanah, 
penanganan leachete sudah memenuhi syarat, volume tanah 
penutup diperkirakan 25% dari volume sampah yang ditimbun 
dalam keadaan padat. Dasar perencanaan untuk mencegah 
pengotoran lindi pada lapisan bawah diberi tanah lempung 
sehingga rembesan air daoat dihindarkan.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup je las
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Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup je las

Pasal 39
C u ku p  je la s
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Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup je las

Pasal 54
C u ku p  je la s
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Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup» jelas

Pas a1 55
Cukup je las

Pasal 69
C u ku p  je la s

i )
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Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 7 6
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup je las

Pasal 84
C u kup je ia s
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Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 85

Cukup je las

Pasal 99
Cukup je las
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Pasal 100

Cukup je las

Pasal 101
Yang dimaksud dengan Gubernur adalah Gubernur Kalimantan 
Tengah.

Pasal 102
Cukup jelas

TAMBAKAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 57
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LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATTNGAN 
NOMOR 4  T A M U » 2019 
TANGGAL 22 N * R £ T 2C19
TENTANG RENCANA TATA RUANG W1AYAH KABUPATEN KATtNGAN TAHUN » 1 9  -  2039

HQ PROGRAM UTAMA LOKASI BESARAN
SUMBER
PENDANA

INSTANSI PELAKSANA

WAPTU «LAKSANAAN
1 II III IV

TAHUN KE TAHUN KE TAHUN KE TAHUN KE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2C
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2(29 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

L Pengembangan Pasar Lokal

Tumbang Samba, Pegatan, Tumba tg 
Senarrang, Tumbang Hiran, Baun Bango, 

Pertdanara dan Petak Bahandang

APBD Kab Pemkab/ Kec

m. Master Plan Kawasan Wisata Tumbang senama ng dan Baon Bargo APBD Kab ' Pemkab

U I
Peningkatan beberapa kota sebagai Pusat Pelayanan 
Lingkungan (PPL)

A

Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Kec. Mendawai, Lee. 
Pulau Malan, Kec. Sanaman Mantikri, Kec- Petak Malai dan Kec. 

Bukit Raya

Mendawai, Buntut Bali, Tumbang (aman. 
Tumbang Baraoi dan Tumbang Kafamei

APBD Kab Pemkab

b. Pembangunan Sub Terminal
Mendawai, Buntut Bali, Tumbang «Caman, 
Tumbang Baraoi dan Tumbang fUjamei

APBOKab Pemkab

c Peningkatan Pelayanan Keuangan
Mendawai, Buntut Bali, Tumbang (aman. 
Tumbang Baraoi dan Tumbang Kajareei

AP80 Kab Pemkab

d. Peningkatan Perdagangan dan Jawa
Mendawai. Buntut BaE, Tumbang (aman, 
Tumbang Baraoi dan Tumbang Kajamei

APBD Kab Pemkab

e. Peningkatan sarana prasarana uraunPendidikan
Mendawai, Buntut BaH, Tumbang (aman. 
Tumbang Baraoi dan Tumbang la;amei

APBD dan 
APBN

Pemkab, Pemprov dan 

Pusat

f. Peningkatan sarana prasarana um un Kesehatan
Mendawai, Buntut Bali, Tumbang (aman. 
Tumbang Baraoi dan Tumbang Ki.amef APBD Kab Pemkab

«• Peningkatan sarana prasarana um un Peribadatan
Mendawai. Buntut Bali. Tumbang (aman. 
Tumbang Baraoi dan Tumbang ka.amei

APBOKab Pemkab

h. Peningkatan Pusat Pengumpul Bar mg
Mendawai, Buntut Bali. T umbang (aman. 
Tumbang Baraoi dan Tumbang KaAmei

APBD Kab Pemkab/Perhub'jngan

i. Peningkatan PIN
Mendawai, Buntut Bali, Tumbang (aman. 
Tumbang Baraoi dan Tumbang La.amei

APBD dan 
APBN

Pemkab, Pemprov dan 

Pusat

). Peningkatan Kapasitas PDAM
Mendawai. Buntut BaH, Tumbang (aman. 
Tumbang Baraoi dan Tumbang Ka amei

APBD
(ab/Prov

Pemkab/Pemprov

k. Pembangunan Jaringan Drainase
Mendawai, Buntut Bait Tumbang (aman. 
Tumbang Baraoi dan Tumbang Ka.amei

APBOKab Pemkab/Perkim

1. Pengembangan Pasar Lokal
Mendawai, Buntut BaH, Tumbang (aman, 
Tumbang Baraoi dan Tumbang Ka.amei

APBD Kab Pemkab/ KtcJ Owa

B PERWUJUDAN SISTEM PRASARAN!

2 PENGEMBANGAN SISTEM 1AR1MSANTRANSPORTASI

2 4 Sistem Jaringan Transportasi Darat

a.
Pembangunan, peningkatan dan Pebalkan kondisi Jalan (Ruas 
Jalan arteri)

Kasongan-TangMUng 
Pelataran K asongan

23,53 Km APBN Pusat

b.
Pembangunan, peningkatan dan Pefcatkarc kondisi Jalan (Ruas 

jalan arteri)

(Batas Kabupaten KotawarfnginTi twr J 
Pelantaran -Kasongan

163,69 Km APBN Pusat

c
Pembangunan, peningkatan dan Pebaikan kondisi Jalan (Ruas 

jalan arteri)

Tumbang Sanamang-Tumbang Hiran - 
Tumbang Samba-Rabambang (Batas 
Kabupaten Gunung Mas)

2S5.49 Km APBN Pusat

d
Pembangunan, peningkatan dan Prbaikan kondisi Jalan (Ruas 
Kolektor Primer 1J

Tumbang Samba -  Rabambang 2S5.49 Km APBN Pusat

e
Pembangunan, peningkatan dan Prbaikan kondisi Jalan (Ruas 

jalan arteri}
Pembangunan Jalan Lingkar Dalam APBOKab Pemkab/OPUPR

Peningkatan fungsi dan status jalan lingkar dalam
Peningkatan status dan fungsi jalan ke 
kewenangan pusat

APBN Pusat

-2-
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LAMPIRAN (V PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAT1N6AN 
NOMOR A  TA H U N  2019 
TANGGAL 22 2019
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KATIWGAN TAHUN 2019 -  2099

NO PROGRAM UTAMA LOKASI BESARAN
SUMBER
PENDANA

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN

1 B W IV

TAHUN KE TAHUN KE TAHUN KE TAHUN KE
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 34 1S 16 17 18 19 20

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 »2 9 2030 2031 2032 2C33 2034 2035 2036 2037 2038 2039

f.
Pembangunan, peningkatan dan Perbaikan kondisi Jalan (Ruas 

Kolektor Primer 1)
Tumbang sansmang - Tumbang Kaburai APBN Pusat

I-
Pembangunan, peningkatan dan Perbaikan kondisi Jaian (Ruas 
Kolektor Primer 1)

Tumbang Marak • Tumbang Kalemei APBN Pusat

h.
Pembangunan, peningkatan dan Perbaikan kondisi Jalan (Ruas 
Jalan Kolektor Primer 2)

Simpang Pundu-Tumbang Samba
135,72 Km

APBOProv Provinsi

L
Pembangunan, peningkatan dan Perbaikan kondisi Jalan (Ruas 
Jalan Kolektor Primer 2)

Tewang Rangkang - Tumbang Taiaken APBOProv Provinsi

i*
Pembangunan, peningkatan dan Perbaikan kondisi Jalan (Ruas 
Jalan Kolektor Primer 4 (JKP 4})

Jalan Soekarno Hatta - Kasongan -  Pendahara 

-  Buntut Bali sepanjang

48,03 Km
APeDKab Pemkab/DPUPR

k.
Pembangunan, peningkatan dan Perbaikan kondisi Jalan (Ruas 
Jalan Kolektor Primer 4 (JKP 4})

Buntut Bait -Tewang Karangan - Tumbang 
Lahang - Tumbang Samba - Tumbang K aman - 
Jalan Revolusi

66,88 Km
APBD Kate Pemkab/OPUPR

1.
Pembangunan, peningkatan dan Perbaikan kondisi Jalan (Ruas 
Jalan Kolektor Primer 4 (JKP 4))

Talangkah - Tewang Rangas -Bengkuang -  
Pendahara - Tumbang Banjeng - Tumbang 

Samba

38,93 Km

APBOKab Pemkab/DPUPR

rrs.
Pembangunan, peningkatan dan Perbaikan kondisi Jalan (Ruas 
Jalan Kolektor Primer 4 (JKP 4))

Buntut Bali - Tewang Darayu - Kutuk Bali -  
Manduing -  Jaian Agung

10,51 Km

APBOKab Pemkab/OPUPR

n.
Pembangunan, peningkatan dan Perbaikan kondisi Jalan (Ruas 
Jalan Kolektor Primer 4 (JKP 4))

Sampang Kiri - Terusan Danum- Pendahara - 
Tawang Rangkang - Jaian Padat Karya / PLN

18,36 Km

APBOKab Pemkab/DPUPR

o.
Pembangunan, peningkatan dan Perbaikan kondisi Jalan (Ruas 
Jalan Kolektor Primer 4 (JKP 4))

Sampang Kanan • Tewang Banngin - Jaian 0.1. 
Panjeitan - Jala •> Cendana - Kasongan - Talian 
Kerang

24,82 Km

APBD kab Pemkab/DPUPR

P-
Pembangunan, peningkatan dan Perbaikan kondisi Jalan (Ruas 
Jalan Kolektor Primer 4 (JKP 4))

Jalan Pembangunan - Jalan Bhayangkara - 

Jalan Bhayangkaia 1 - Jalan Berdikari - Jalan 
Pahlawan- Jalan Pahlawan 1 -Jalan Nusantara - 
Jalan Nusantara 1 - Jalan Pelita - Jalan Perwira - 
Jalan Perwira 1 - Jalan Perjuangan - Jalan 
Gembala - Jalan Telkom

5,30 Km

APBD Kab Pemkab/DPUPR

R-
Pembangunan, peningkatan dan Perbaikan kondisi Jalan (Ruas 
Jalan Kolektor Primer 4 (JKP 4))

Hampalit - Petak Bahandang - Bau n Bango- 

Kereng Pakahi -  Jahanjang

71,38 Km

APBOKab Pemkab/DPUPR

r.
Pembangunan, peningkatan dan Perbaikan kondisi Jalan (Ruas 
Jalan Kolektor Primer 4 (JKP 4 »

Kasongan - Tumbang Uring - Petak Bahandang

21,30 Km

APBDKab Pemkab/OPUPR

t.
Pembangunan, peningkatan dan Petiaikar kondisi Jalan (Ruas 
Jaian Kolektor Primer 4 (JKP 4))

Jalan Statistik - Jalan Katunen - Jalan Pemda - 

Jalan Melati

0,68 Km

APBOKab Pemkab/DPUPR

t.
Pembangunan, peningkatan dan Perbaikan kondisi Jalan (Ruas 
Jalan Kolektor Primer 4 (JKP 4))

Jalan Dalam Kota Petak Bahandang (M. 

Tampej-Simpa tS T  ransmigrasi -  Talfngke - 
Jaian Menuju PLN/MT.

16,09 Km

APBOKab Pemkab/DPUPR

U-
Pembangunan, peningkatan dan Perbaikan kondisi Jaian (Ruas 
Jaian Kolektor Primer 4 (JKP 4 »

Jalan Manjau- Jalan Industri Rotan- 

Hampangen - Luwuk Kanan - Tumbang Pango 
Seberan|

34,42 Km
APBD Kab Pemkab/DPUPR

v.
Pembangunan, peningkatan dan Perbaikan kondisi Wan (Ruas 
Jalan Kolektor Primer 4 (JKP 4 »

Jalan Cendana- Jalan Pahlawan- Hampangen- 
Jalan Seroja

33.72 Km

APBO Kab Pemkab/DPUPR

A i t y '
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LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATM6AN 
NOMOR t* TA H U N  2019 
TANGGAL 2 2  VwNNfT 2019
TENTANG RENCANA TA TA  RUANG WRAYAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 -  2039

WAWU PELAKSANAAN
"Utjinrn 1 II III IV

MO PROGRAM UTAMA LOKASI BESARAN INSTANSI PELAKSANA TAHUN KE TAHUN KE TAHUN KE TAHUN «
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 39 20

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 329 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2 0 $ 2037 2038 2039

W.
Pembangunan, peningkatan dan Perbaikan kond si Jalan (Ruas 
Jalan Kolektor Primer A (JKP 4))

Jalan Menuju Pusat Kegiatan Umat Beragama 

Utama l - Jalan Menuju Pusat Kegiatan Umat 
Beragama Utama II - Jalan Menuju Pusat 
Kegiatan Umat Beragama 1-Jalan Menuju Pusat 
Kegiatan Umat Beragama H- Jalan Menuju 
Pusat Kegiatan Umat Beragama IH-Jalan 
Menuju Pusat Kegiatan Umat Beragama IV- 
Jatan Menuju Pusat Kegiatan Umat Beragama 

V

7,30 Km

APBOKab Pemkab/DPUPR

X.
Pembangunan, peningkatan dan Perbaikan kondisi Jalan (Ruas 
Jalan Kolektor Primer 4 (JKP 4)J

Jalan G. Obos - J stan FT A. MSono- Jalan V /A  

Gara-Jalan Meranti

2,<2 Km

APBD Kab Pemkab/OPUPR

V-
Pembangunan, peningkatan dan Perbaikan koniisi Jalan (Ruas 
Jalan Kolektor Primer 4 (JKP 4))

Jalan Rumah Sakit - Jalan Tangking Emang- 
iatan Tambun-Jalan Ison Btrim-Jalan Bungai- 
Jalan Tewang Rusau-Jalan Pasar Lama-Jalan 

Haji kap-Jaian Kenangan-Jatan Pat*-Jalan 
Palangka RayaJalan SD Inpres-Jalan Pevotusi- 
Jalan Pusara Cinta-Jala n AMD-Jaian Tugj-Jalan 
Senudi-Jalan Kehutanan-Jalan Bhayangkara- 
JaUn Pinus

7,54 Km

APBOKab Pemkab/DPUPR

i.
Pembangunan, peningkatan dan Perbaflom kondisi Jalan (Ruas 
Jalan Kolektor Primer 4 (JKP 4))

Jalan Katamso - jalan AIS Nasution - Jalan 
Akhroad Yani-Jalan Strobeh-Jalan Durian-Jalan 
MT. Heryono-Jadan S. Parma* (Dua Jalur) isian 
Manjau - Jalan Monumental (Dua Jalur)

1A34

APBOKab Pemkab/OPUPR

L
Pembangunan, peningkatan dan Perbaikan kondisi Jalan (Ruas 

jalan strategis kabupaten)

Ha mpangen -  Mendawai 17S.44 Km

APBOKab Pemkab/OPUPR

U.
Pembangunan, peningkatan dan Perbaikan kondisi Jalan (Ruas 

jalan strategis kabupaten)
Kereng fafcahi - Pagatan APBOKab Pemkab/DPUPR

zb.
Pembangunan, peningkatan dan Perbaikan kondisi Jalan Ruas 
Jalan lokal Primer (JLP ), Jalan desa  dan Jalan lingkungan

Setiap Kecamatan APBOKab Pemkab/DPUPR

zc. Pembangunan dan Pengembangan Terminal (terminal tipe B) KotaKasongan APBOKab Pernkab/Per hubungan

zd. Pembangunan dan Pengembangan Terminal (terminal tipe c) Kota T umbang Samba APBOKab Perrkab/Per hubungan

* .
Pembangunan dan Pengembangan Terminal (sub terminal 

Agnbisnis)
Setiap Kecamatan APBOKab Pemkab/Perhubungan

IA Sistem Jaringan Sungai, Danau dam Penyeberangan

a.

Pengembangan jaringan angkutan sungai Katingan Kuala - 
Mendawai - Kamipang - Tasik Payavan • Katingan HiKr-Tewang 

Sangaiang Garing - Pulau Matan-Kasngsn 
Tengah-Mariktt-Katingan Huiu-Cklft Raya (jalur Sungai 

Katingan)

Angkutan sungai Katingan Kuala - Mendawai - 
Kamipang - Tas* Payawan - Katingan Hilir- 

Tewang Sangaiang Garing - Pulau Maian- 
Katingan Tengah-Mar i kit-Katingan Hulu-fiokrt 

Raya
AP80 
Kab/APBN Pemkeb/Pusat

b.

Pengembangan jaringan Katingan luala -  Mendawai - Kamipang 
- Tasik Payawan - Katingan Hflir-Tewang Sangaiang Saring-Puau 
Maian-Katingan Tengah—Sanaman Wantikei-Petak Malai (jalur 
Sungai KatingarvSungai Samba)

Angkutan sungai Katingan KuaJa -  Mendawai - 
Kamipang - Tas k  Payawan - Katingan HJir- 
Tewang Sangaiang Garing-Pulau Maian- 
Katingan Tengah-Sanaman Mantikei-Petak 

Matai

APBO

Kab/APBN Perrksb/Pusat

-4-
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LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATMGAN 
NOMOR A  TAHUN 2C19 
TANGGAI 22 MAPETt 2019
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KATMGAN TAHUN 2019 -  2039

MO PROGRAM UTAMA LOKASI BESARAN
SUMBER
PENDANA

INSTANSI PELAKSANA

WAKU PELAKSANAAN

1 0 n IV
TAHUN Kl TAHUN KE - AHUNKf TAHUN«

1 2 3 4 5 6 7 8 9 lO n 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 B29 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

c.
Pembangunan dermaga Pakahi di Kereng Pakahi, Desa 
Jahanjang di Desa Jahanjang. Kec. Kamipang APBD

Kab/AP8N Pemkab/Pusat

W Sistem iaringan Transportasi U u t

a. Peningkatan Pelabuhan DI Pegatan, kecamatan katingan kuala Di Pegatan, kecamatan katingan kuala APBD
Ksb/APBN Pemkab/Pusat

b. Peningkatan Pelabuhan Di selat jeruju kecamatan katingan kuala Di selat jeruju kecamatan katingan kuala
APBN Pusat

c. Peningkatan Pelabuhan J3hanjang Jahanjang
APBD Kab Pemkab/Perhubungan

M Sistem iaringan Kereta Api

«.
Pembangunan iaringan Kereta A p i Iaringan Jalur Kereta Api 
Utama

Rabambang-Tumbang Samba-Sampit-Kuaia 
f'em buang-Teluk Seginturg

APBN Pusat

b.
Pembangunan Jaringan Kereta A p i Jaringan Jalur Kereta Api 
Utama

Tumbang Samba-Rantau fuiut-Nanga Bulik- 
Pangkafam Bun-Kumai APBN Pusat

c
Pembangunan Jaringan Kereta A p i Jaringan Jalur Kereta Api 
Utama

Tumbang Samba-Hampaiit-Jahanjang
APBN Pusat

d.
Pembangunan Jaringan Kereta A p i Jaringen Jalur Kereta Api 
Barang Tumbang Samba

APBN/APBD Pusat/ Pemprov

3 SSTSM JARtNCAN ENERGI

M Jaringan Infrastruktur Ketenagatlatrikan

a. Prasarana Gardu induk Ustrik Kasongan APBO Kab Pemkab

b. Prasarana Pembangkit Ustrik Pembangkit Ustrik Tenaga Air Riam Jerawi/Kec. Petak Malai APBD Kab Pemkab

c. Prasarana Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan 
Sanaman Mantikci dan Kecamatan Marikit

APBO Kab Pemkab

d. Peningkatan Jaringan Perluasan layanan Kstrik Seluruh kecamatan APBO
Kab/Swasta

Pemkab/Swasta

e. Pembangunan Jaringan Pembangunan PLTU Kasongan
APBO
Kab/Swasta

Pemkab/Swasta

f.
Pembangunan Jaringan Ustrik Optimalisasi pemanfaatan PLTMH 
berbasis masyarakat

Seluruh kecamatan APBO Kab Pemkab

4 StSTEM JARNGAN PRASARANA TELEKOMUNRCASi

a.
Peningkatan Sarana Telekomunikasi Fasilitasi pengembangan 

usaha pelayanan telekomunikasi operator swasta/BUMM
Seluruh Wilayah Kecamatan APBD Kab Pemkab

b.
Peningkatan Sarana Telekomunikasi Penataan dan efisiensi 
penempatan BTS

Seluruh Wilayah Kecamatan APBD Kab Pemkab

c.
Peningkatan Sarana Telekomunikasi Optimalisasi pemanfaatan 
teknologi informasi untuk operasionalisasi kegiatan 
pemerintahan dan usaha penduduk

Seluruh Wflayah Permukiman di Kabupaten 
Katingan

APBO Kab Pemkab

S SISTEM JARINGAN SUM8CRDAY A  AIR

a. Rehabilitasi hulu Sungai Kabupaten Katingan APBD Kab Pemkab

Ae*y-5-
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LAMPRANIV PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN 
NOMOR A  TAHUN 2019 
TANGGAI 2 2 W * C T  2019
TENTANG RENCANA TA TA  RUANG WILAYAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 -  2039

NO PROGRAM UTAMA LOKASI BESARAN
SUMBER
PENDANA

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN
1 n H IV

TAHUN K£ TAHUN KE TAHUN KE TAHUN CE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2929 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

b. Rehabilitasi Kawasan lindung. Sempadan Sungai dar {temu Kabupaten Katingan APBDProv Pemkab/Kehutanan

c Pembangunan Irigasi Kasongan dan tuwuk APBD Kab Pemkab/DPUPR

<L Peningkatan Irigasi Kasongan dan luwuk APBOKab Perokab/DPUPR

e. Perbaikan irigasi Kasongan dan luwuk APBOKab Pemkab/OPUPR

f.
Normalisasi Irigasi Kanal dan Sungai bag wilayah yarg 

berpotensi banjir
Seluruh kecamatan APBOKab Pemkab

8* Peningkatan areal layanan Air Bersih PAM
Semua kota yang berfungsi sebagai PKL.PPK 
dan PPL serta Kawasan Perdesaan

APBOKab Pemkab/PDAVt

h. Pembangunan Desalinasi Seluruh kecamatan
APBD

Kab/Swasta
Pemkab/Swatta

C rflAlARANA LINGKUNGAN

a. Pembangunan Sistem Terpadu (IPA l) Kab Katingan APBOKab Pemkab

b. Pembangunan TPA
Kecamatan Katingan Hilir di Hampalft/Kereng 

Pangi
APBOKab Pemkab

c. Pembangunan TPA Km 16, Kecamatan Tewang Sanga'ang Garing APBOKab Pemkab

d. Pembangunan TPA
di Kecamatan Katingan Tengah di Kota 

Tumbang Samba
APBOKab Pemkab

____
e. Peningkatan Drainase

Pusat Kegiatan lokal dan Seluruh pusat 
pelayanan kawasan/tingkungan

APBOKab Pemkab

RENCANA POLA BUANG W RAVAH
PERWUJUDAN KAWASAN PERUNTUKAN UNDUNG

K iw in n  yang memberikan perlin dungan terhadap kawanan
Kabupaten Katinfan

Perwujudan Kawasan Hutan Unding

t  Kecamatan Petak Malai;
2. Kecamatan San aman Mantikei;
3. Kecamatan Katingan Hulu:
4. Kecamatan Bukit Raya; dan
5. Kecamatan Mendawai.

43 . 153,94 Ha

4 3.1 53 ,9 4  Ha

Melakukan reboisasi pada lahan-tata  knfcs melalu: ketjasarra 
dengan berbagai tembaga peduli hutan in te  instana pemermta'i dai 
masyaraM setempe!

Kabupaten Katingan

APBN/ 
APBD Kab

Dephut/Penuab

langkah-langkah pengelolaan h u t »  lindung dan Mjngrcwe : Kabupaten Katingan

APBN/ 
APBD Kab/ 
Provdan

Dephut/Penuab

1. Penguatan manajemen kawasan dan pemantapan blok 

lindung pada kawasan Ht untuk meadukung kawasan 
konservasi di atasnya

Kabupaten Katingan

APBD
Kab/Prov

Pemkab/
kehutanan

2. Penegakan hukum bag> kegiatanlegai logging dengan 
penanganan (represif, persuasif d e t  preventif) secara koitinu

Kabupaten Katingan

3. Kegiatan Rehabilitasi, RedeUnf ausi kawasan hutan Kabupaten Katingan
APBOKab/ Pemkab/Dephut

4. Inventarisasi kawasan hutan rusuk pada rencana areal kerja 
HKm untuk mendorong perambahan yang ada d< blok h'ndung 
dalam kawasan Hl untuk menda pakan izin HKm pada areal 
yang sudah direncanakan

Kabupaten Katingan

Pemkab/

kehutanan

-6- / ? S )
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LAMPIRAN (V PERATURAN DAERAH KABUPATEN KADN6AN
n o m o r  4  t a h u n  2019 
TANGGAI 12 M A R P r 2019
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 -  2039

NO PROGRAM IFTAMA LOKASI BESARAN
SUMBER
PENDANA

W  AKTJ PELAKSANAAN

t U IH IV
INSTANSI PELAKSANA TAHUN « TAHUN Kf TAHUN KE TAHUN«

1 2 3 4 S 6 7 8 » :o 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 H29 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

C
Pembangunan infrastruktur pendukung untuk pemanfaatan 
sumber daya air (pertanian, rmcrohrydro, kebutuhan air bersih)

Kabupaten Katingan

APBD & APBN Pemkab

d. Pembangunan fasilitas wisata alam Kabupaten Katingan
APBD & APBN Pariwisata

e fasilitasi pemasaran hasil produksi kehutanan Kabupaten Kathgan
APBD & APBN Kehutansn

2 2 2 Perwujudan kawasan hutan produisi terbatas Kabupaten Katingan 373.383,45 Ha

a. Penanaman tanaman tumpang tanaman Kabupaten Katingan
APBD &  APBN Kehutanan

b. Reboisasi kawasan Kabupaten Katingan
APBD & APBN Kehutanan

c
Pembangunan infrastruktur pendukung untuk pemanfaatan 
sumber daya air (pertanian, microh^dro, kebutuhan air bersih)

Kabupaten Katingan
AP80 a  APBN Kehutanan

d. Pembangunan fasilitas wisata alam Kabupaten Katingan
APBD a  APBN Kehutanan

9 . Fasilitasi pemasaran hasil produksi kehutanan Kabupaten Katingan
APBO a  APBN Kehutanan

2 2 3 Perwujudan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi Kabupaten Katingan 495528,31 Ha

a. Penanaman tanaman tumpang tanaman Kabupaten Katingan
APBOa APBN Kehutanan

b. Reboisasi kawasan Kabupaten Katingan
APBO & APBN Kehutanan

L

c
pembangunan infrastruktur penefutamg untuk pemanfaatan 
sumber daya air (pertanian, micrchfdro, kebutuhan air bersih)

Kabupaten Katingan
APBD & APBN Kehutanan

d. Pembangunan fasilitas wisata a lam Kabupaten Katingan
APBD & APBN Kehutanan " -----

e. Fasilitasi penasaran hasil produksi kehutanan Kabupaten Katingan
APBD & APBN Kehutanan

2 2 Kawasan pertanian Kabupaten Katingan 1 9 2J lU 3H a

1 2 2 Kabupaten Katingan
26.691.18 Ha

a.
Peningkatan pelayanan Irigasi tekm/desa dengan jaminan 
pasokan air yang mencukupi.

APBD Kab Pemkab/DPUPR

b.
Pembangunan Infrastruktur pendek jng pertanian, seperti jalan 

produksi, pengolahan hasil panen, pemadaran hasil pertanian

APBD Kab Pemkab/DPUPR

c.
Peningkat»» produksi pertanian sawah melalui Intensifikasi 
'ahan sehingga hasil panen dapat dcapai lebih dari 10 ton/ha

Kec. Mendawai. Kec Kamlpang. Kec tasik 
Psyawan. Kec Katingan Hilir. Kec. Tewang 
Sanggalang Garing dan Kec. Pulau Mala r» dan

APBD Kab Pemkab/Pertanian

d.

Untuk meningkatkan pendapatan petani perlu dkembangkan 
padi organ* ber sertifikat sehingga sebagian hasil panen dapat 

dijual dengan ntiai ekonomi yang thggi

Kec. Katingan Kuala- APBO Kab Pemkab/Pertanian

e.

Diperlukan berbagai insentif (keringanan pajak/retribusi dan 
subsidi) guna meningkatkan produrivitas lahan dan kinerja 
petani

APBO Kab Pemkab

f.
Penguatan lembaga petani terkait lengan pengelolaan air 
(irigasi), pengadaan sarana produksi, panen dan pengolahan 
pascapanen termasuk pemasaran

APBO Kab Pemkab

2 2 2 Kabupaten Katingan
102,472 Ha

a.
Penetapan untuk komoditas u n g g & n  sesuai karakteristik sub 
kawasan

Kab. Katingan
APBO Kab Pemkab

A f  k j r f
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LAMPIRAN fV PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN 
NOMOR k  TAHUN 2019 
TANGGAL 21 2019
TENTANG RENCANA TATA RUANG WRAYAH KABUPATEN RAUNGAN TAHUN 2019-2039

NO PROGRAM UTAMA LOKASI BESARAN
SUMBER
PENDANA

W A lil PELAKSANAAN

INSTANSI PELAKSANA
1 n III IV

TAHUN KE TAHUN« TAHUN KE TAHUN KE
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 329 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

b.
Penatapan kawasan dan sentra pertanian lahan kering dan 

hultfkuRura
<ab. Katingan

APBD Kab Pemkab

c Pembangunan Infrastruktur pendukung pertanian (ab. Katingan APBD Kab Pemkab

d. Peningkatan produksi komoditas melalui intensif kasi lahan <ab. Katingan
APBD Kab Pemkab

c.
Pemberian insentif guna guna meningkatkan produktivitas 

lahan dan kinerja petani
Kab. Katingan

APBD Kab Pemkab

f.

Penguatan kelembagaan petani tertah dengan pengelolaan 
lahan, penggunaan pupuk organik, pengangkutan, pengolahan 

dan pemasaran serta pemodalan

Kab. Katingan

APBD Kab Pemkab

2 2 1 Perwujudan kawasan peternakan

a. Pengembangan Kawasan Peternakan Kab. Katingan 16,793 Ha APBD Kab Pemkab

2.2.4 Perwujudan kawasan perkebunan Kab. Katingan 166000,786 Ha

».
Penetapan (deiineasi) kawasan perkebunan yang potensial dan 

tidak berada pada kawasan konservasi Indung)

APBD Kab Pemkab

b.

Peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan, 
untuk Karet dan rotan. Peningkatan produksi ini dilakukan 
melalui bantuan sarana produksi pekeounan, peningkatan 
keterampilan budidaya dan pengelthan pasca panen

Kec Tewang Sang galang Garing dan Kec 
N a l f t

APBOKab Pemkab/Pertanian

c.
Pembangunan Infrastruktur kawasan agropoUtan yang terdiri 

dari sub sistem:

APBN Deptan

1. Subsistem Hulu (Up Stream) sarana produksi perkebunan 
(industri pembibitan, agrokimia, egroottmotif)

APBN Deptan

2. Subsistem Usaha Tani (On Farrrjproduksl pertanian primer Kec. pagatan dan Men dawai
APBN Deptan

3. Subsistem HiUr (Down Stream) pengolahan hasil perrkebunan
APBN Deptan

4. Subsistem Kelembagaan (Supporting bstttution) perbankan, 
transportasi, penelitian dan pengemba igan, kebijakan 
pemerintah, penyuluhan dan konsattan

APBN Deptan

d. Perwujudan Kawasan Ruang Kelola Masyarakat Kab. Katingan
47.045,91 Ha

1. Inventarisasi dan pemantapan bbk wrayah ruang kelola 

masyarakat
Kab. Katingan

189,68 Ha APBD Pemkab

2 3 Perwujudan Kawasan perikanan Kab. Katingan
2621373 Na

a. Perwujudan dan Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya Kec Katingan Kuala
1.224,83 Ha APBD «.APBN Pemkab/Pemprov/Pusat

b. Perwujudan dan Pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap

Kecamatan Kamipang, Kecamatan Katingan 
Hilir, Kecamatan Katingan Kuala dan 
Kecamatan Tewang Sengalang Gar ng 1396,54 Ha

APBD & APBN Pemkab/Pemprov/Pusat

c Penyediaan Bibit

Perikanan Laut: 
Kec. Katingan Kuala.

Perikanan Darat 
Kec Mendawai.

APBD Pemkab

I

d. Penyuluhan Lapangan APBD Pemkab !

v f

-9-
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LAMPIRANIV PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATMGAM 
NOMOR 4  TAHUN  2019 
TANGGAL n Z V W T  2019
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KATtNSAN TAHUN 2019 -  2039

NO PROGRAM U~AMA LOKASI BESARAN
SUMBER
PENDANA

INSTANSI PELAKSANA

WAKTd PELAKSANAAN

I II m IV

TAHUN KE TAHUN KE TAHUN KE TAHUN L E

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 »29 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

2.7 Perwujudan Kawasan Permukiman Kab. Katingan
119.675,71 Ha

2.71 Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan Kab. Katingan
95.796,46 Ha APBD Pemprov/ Remkah

a.
Pemetakan zona permukiman eksistng dan kawasan siap 
bangun dengan memerhatikan.

APBD

b.

1. Daya tampung kota, lahan dengan kemiringan dl atas 15 %
2. Rencana pengembangan fasilitas nama kota (Islamic Center, 

Stadion Olah Raga)
3. Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa

Kabupaten Katingan APBD Pemkab/DPUPR

c

Identifikasi kelengkapan dan cakupan layanan fasilitas sena 
utlltas utama pada masing-masing bok dan perkiraan 

kebutuhan untuk masa depan:

d.

1. Jalan lingkungan
2. Sistem jaringan prasarana air minum
3. Sistem jaringan prasarana listrik
4. Sistem jaringan prasarana telekomunikasi
5. Sistem pengelolaan sampah (gercbak. TPS dan sebuah TPA)
6. Sistem drainase dan pengelolaan t mbah

Kabupaten Katingan APBD Pemkab/DPUPR

«.

Identifikasi lokasi kelompok permukiman yang berada pada 

kawasan rawan bencana alam dan nerekemendaskan 
mttigasJnya/retokasi

Kabupaten Katingan

APBD Pemkab

f.

Identifikasi telunjh bangunan yang (terada pada kawasan aman 
bencana alam, namun tidak memenuhi syarat tekn's tahan 
gempa dan merekomendasikan solusi teknisnya

APBD Pemkab

I-
Penyusunan rencana teknis tata ruang kota dengan pendekatan 
mitigasi bencana dan pencadangenkawasan permukiman baru

APBD Pemkab

h.
Pengadaan perumahan melalui subsidi KPR-ftumah Sangat 
Sederhana

APBD Pemkab

L
Pencegahan dan Peningkatan Kawaian Permukiman Kumuh 

Perkotaan

APBD Kab/ 

Prov
Pemkab / Pemprov

2.7J Kabupaten Katingan
23.879,25 Ha

a.

Identifikasi kebutuhan perumahan dan penyediaan perumahan 

perdesaan melalui bantuan pemerintah dan pembingunan 
perumahan swadaya

Kabupaten Katingan

APBD Pemkab/DPUPR

b.

Identifikasi kelompok permukiman serdesaan yang benda pada 
kawasan lindung dan budidaya. Bila terdapat permukiman 
(kelompok rumah) yang berada pada kawasan Undang, maka 
direkomendasikan jalan keluarnya baik melalui pelepasan hak 

hutan atau relokasi

APBD Pemkab/DPUPR

c.
Identifikasi bangunan fasilitas um un dan perumahan yang 
berada pada kawasan rewan bencata dan merekomendasikan 
mitigasi ataupun relokasi terhadap Itanguna m tersebut

APBD Pemkab/DPUPR

2.* Perwujudan Kawasan Pesisir Kab. tatingan

a.
Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, yang meliputi 
nelayan dan pembudidaya ikan

APBD Pemkab

b.

j1jI APBD Pemkab

c. Pengendalian dan peningkatan pelayanan perizinan usaha APBD Pemkab

d.
Peningkatan pemasaran, standar mutu dan n3ai tambah produk 

perikanan
APBD Pemkab

e.
Penguatan kelembagaan dan tata laksana kelembagaan 

pemasaran produk perikanan
APBO Pemkab n _

t r f- l i -
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LAMPIRAN V  P* HATURAN D A E R A H  KABUPATEN KATI MG AN 
NOMOR 4  TAHUN 2019 
TANGGAL « L M A f t K T » »
TENTANG RENCANA TATA RUANG WRAYAH KABUPATEN KATWGAM TAHUN 2019 -  2039

HO PROGRAM UTAMA LOKASI BESARAN
SUMBER
PENDANA

INSTANSI PELAKSANA

WALTJ PELAKSANAAN
t ii m IV

TAHUN KE TAHUN KE TAHUN KE TAHUN KE
1 2 3 4 S 6 7 8 9 33 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2020 2021 2022 2023 2024 202S 2026 2027 2028 209 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

2 Perwujudan Kawasan Strategis Prodnsi

3 Perwujudan kawasan strategis sur&it kepentingan ekonomi APBDProv Pemprov

a.
penetapan kawasan unggulan kawauin perkebunan (kelapa 
sawit, keiapa, karet j di Kabupaten

Kab Katingan APBDProv Pemprov

b.
pengembangan kawasan strategis ekonomi sektor unggulan 
agropoBtan di Kecamatan Kathgan fuala Kabupaten Katingan

Kab Katingan APBDProv Pemprov

c pengembangan kawasan minapolitan Kab Katingan APBDProv Pemprov

f k i \
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